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Kata Pengantar

Tahun 2018 merupakan langkah awal dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-
2021, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Langkah
pertama seringkali yang tersulit tetapi juga yang terpenting. Maka keberhasilan
pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan
RPJMD Provinsi Jambi pada tahun 2018 akan menentukan arah pembangunan
daerah dalam lima tahun kedepan.

Sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi atas
target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka disusunlah Laporan Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2018 yang merupakan
tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2018 ini berisi analis perbandingan antara sasaran
dan realisasi indikator kinerja keluaran dan keuangan di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi.Berbagai permasalahan dan upaya tindak lanjut yang
dilakukan selama pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 kemudian
dievaluasi sebagai umpan balik bagi perencanaan kinerja di tahun
berikutnya.Laporan ini diarahkan sebagai bahan masukan bagi pemangku
kepentingan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di seluruh unit kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Jambi,  Januari 2018
KEPALA DINAS,

Drs. ARTANSYAH, ME
PEMBINAUTAMA MADYA
NIP.19720630 199302 1001
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Ikhtisar

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam
pembangunan industri dan perdagangan adalah membangun daya saing yang
bernilai tambah dan berkelanjutan di pasar lokal dan global. Penilaian capaian
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2012-2018
dapat dilihat dari kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap
ekonomi daerah, Kontribusi tersebut secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi  pertumbuhan  perekonomian  Provinsi Jambi. Walaupun
pertumbuhan ekonomi global cenderung mengalami penurunan dan berpotensi
menciptakan instabilitas perekonomian daerah dan nasional, namun kinerja sektor
perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian daerah relatif tetap stabil

bahkan di beberapa domain mengalami perkembangan positif.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai kedudukan
dan peran strategis dalam melaksanakan Misi Keempat dalam RPJMD Provinsi
Jambi 2016-2021 vyaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui
optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh
penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
berwawasan lingkungan. Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jambi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan
target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021,
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016-2021, Rencana
Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi J ambi secara konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
merupakan sarana pemantauan kinerjasecara periodik berdasarkan dari realisasi
indikator kinerja selama 1 (satu) tahun berjalan.Pada tahun 2018, secara
keseluruhan terdapat 11 indikator kinerja dari 4 sasaran strategis yang diukur.

Dari  keseluruhan 11 Indikator Kinerja (IK), sebanyak 8 IK

telahmencapai/melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu

L



diatas 91% .Sedangkan, 3 IK lainnya memiliki capaian sebesar 82,01%, 82,01 %
dan 58,6% .Dalam mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang muncul
selama tahun 2018diperlukanupaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah
dengan mempertimbangkan sejumlah analisa yang mempengaruhinya sehingga

dapat mengoptimalkan kinerjapada akhir tahun anggaran.

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perindustriandan
Perdagangan ProvinsiJambi Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi %

1. | Tumbuh dan Kontribusi sektor 10,80 % | 10,76 % 99,6
Berkembangnya Sektor | industri terhadap PDRB &

Industri (%)
Pertumbuhan sektor 2,71 % |3,02% * 111
Industri (%)
Persentase peningkatan | 5,02 % 4,12 % 82,1
usaha industri (%)
Persentase peningkatan | 4,12 % 5, 02 % 82,1
tenaga kerja industri
(%)

2. | Tumbuh dan Kontribusi sektor 12,55% | 12,23 % 97,45
berkembangnya perdagangan terhadap &
perdagangan dalam PDRB (%)
negeri Pertumbuhan sektor 6,50% |6,91 % * 94,1

perdagangan (%)
Persentase peningkatan 7,0 % 6,98 % 99,71
usaha perdagangan (%)

3. | Meningkatnya ekspor Persentase nilai ekspor 10,0% |5,86 %**| 58,6
daerah dan non migas (%)
terkendalinya impor Persentase nilai impor 5,0 % 19,52 % 390,4

(%) *

4. | Meningkatnya kualitas | Persentase layanan 75 % 75 % 100
kinerja pelayanan administrasi kantor dan
eksternal dan internal | layanan jasa yang
organisasi sesuai dengan SOP (%)

Indeks Kepuasan 75,0% | 74,67 % 99,56
Masyarakat terhadap

beberapa pelayanan

jasa (%)




Keterangan :
1. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 1 yaitu Bidang Industri

Kecil dan Kerajinan serta Bidang Industri Menengah dan Besar.

2. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 2 yaitu Bidang
Perdagangan Dalam Negeri dan UPTD Metrologi

3. Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 3 yaitu Bidang
Perdagangan Luar Negeri dan UPTD BPSMB.

% Penanggung jawab data untuk Sasaran Strategis 4 yaitu Sekretariat, UPTD
BPSMB dan UPTD Metrologi
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[.I. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good
Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta
cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk  menjamin  penyelenggaraanpemerintahan  yang  demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektifsesuai dengan prinsip-prinsip good
governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi
bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini
juga selaras dengan tujuanperbaikan  pelayanan  publik sebagaimana di
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang
lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam dalam

pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan padasetiap akhir tahun
anggaran oleh setiap instansi pemerintah guna mengukur pencapaian target kinerja
yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian
target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi

kinerja setiap instansi pemerintah.

..Lrl



Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja
tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam
rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu
kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakholders
demi perbaikan kinerja Disperindag, maka disusunlah laporan kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambitahun 2018.

[.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja  Dinas

Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

[.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi tahun 2018 dimaksudkan untukmengimformasikan capaian kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambidalam satu tahun anggaran

yang dikaitkan dengan prosespencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran
yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama Tahun 2018.Hasilnya
diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai
bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian
program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur,

transparan dan dapat dipertanggunjawabkan

[.4. Gambaran Umum DinasPerindag Provinsi Jambi

Pembentukan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi,
merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Jambi.
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Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

sebagai berikut :

1.4.1. Tugas

1.4.2.

1.4.3.

Berdasarkan Bab II, Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas, <+ Oléuhéaéuéa
hoééodaa | H# héa 80p oHATé+ | ddéad edoHai I firf®a iéa

i ®d éadéorAai I firea i éa eoH é6éadéa «f

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian  dan
perdagangan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang
perindustrian dan perdagangan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan
perdagangan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsi.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29
Desember 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambiterdiri
dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 4 Bidang yang
menangani Industri dan perdagangan, 1 UPTD, dan kelompok jabatan

fungsional. Adapun bagan organisasinya sbb :
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Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, adalah sebagaiberikut :
1. Kepala Dinas .
Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat,

Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sebagaimana Pasal 6, Sekretariat membunyai tugas membantu dinas dalam
rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan,
hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan
organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak-pihak terkait.

Sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 7 antara lain :

a. Melaksanakan koordinasi kepegawaian umum, keuangan,hukum, program,
pelaporan monitoring dan evaluasi,

b. Menyelenggarakan petunjuk pengelolaanadministrasi surat menyurat,
pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional,
protokoler dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan
bidang tugasnya.

3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Usaha dan daya Saing
b. Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan

¢. Seksi Sarana Promosi dan Publikasi

Sebagaimana Pasal 14, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis kebijakan
pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi

pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan
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4.

Kerajinan serta memfalisitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha
pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri. Sedangkan fungsinya

sesuai dengan Pasal 15 antara lain :

QU

. Penyusunan juknis bimbingan pembinaan dan pengendalian industri;

b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis teknologi(proses produksi), pemasaran,
modall peralatan dan kemitraan;

c. Pelaksanaan fasiltasi promosi Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri, sinergi
dengan program instansi terkait;

d. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan pengurusan investasi industri, kemudahan
perolehan modal dengan mitra usaha industri /dagang;

e. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian
lingkungan;

f. Pelaksanaan sosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan Perundangan-
undangan Bidang Industri;

g. Kerjasama dengan bidang lain untuk penembangan industri.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri dari :.
a. Seksi Agro, Kimia dan Aneka
b. Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri

Sebagaimana Pasal 22, Bidang Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas
yaitu melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi,
analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan,
pengawasan dan pengendalian industri termasuk pengendalian lingkungan
serta evaluasi kebijakan teknis di bidang industri Menengah dan Besar,

sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 23 antara lain :
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a. Penyusunan perencanaan dibidang industri dan menyusun petunjuk teknis
pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri menengah dan
besar;

b. Pengkoordinasian ~ pemberian  bimbingan  teknis = pembinaan  dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan
besar;

c. Pengkoordinasian bahan pembinaan dibidang industri menengah dan besar;

d. Pengkoordinasian menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha dibidang industri menengah dan besar;

e. Pelaksanaan fasilitasi publikasi di dalam dan luar negeri dengan  program
instansi terkait;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan

bidang tugasnya.

5. Bidang Perdagangan terdiri dari :
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri

c. Seksi Bina Usaha Sarana, Pengembangan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Sebagaimana Pasal 30, Bidang Perdagangan mempunyai tugas yaitu
melaksanakan kebijakan teknis perdagangan meliputi pembinaan dan
pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri meliputi pengendalian
stabilisasi bahan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor,
memperkecil ketergantungan pada impor, bina usaha dan sarana perdagangan
dan pencitraan cinta produk dalam negeri. sedangkan fungsinya sesuai dengan

Pasal 31 antara lain :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang
bahan pokok dan bahan penting, bahan berbahaya (b2), minuman beralkohol
(minol) perdagangan gula antar pulau terdaftar (pgapt), pusat distribusi
regional dan provinsi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang

pengembangan ekpor dan meperkecil ketergantungan pada produk impor dan
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pembinaan terhadap plaku uaha yang berpeluang ekspor dan eksportir
potensial;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bina
usaha dan sarana perdagangan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri dari :
a. Seksi Perlindungan Konsumen
b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

c. Seksi Tertib Niaga

Sebagaimana Pasal 38, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niagamempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pengawasan
barang beredar dan/atau jasa di pasaran serta pengendalian distribusi barang,

sedangkan fungsinya sesuai dengan Pasal 39 antara lain :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan
konsumen;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpengawasan
barang beredar dan/atau jasa di pasaran;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,dan pelaksanaan analisa kasus
perlindungan konsumen dan perdagangan, bimbingan operasional, petugas
pengawas barang dan jasa (PPBJ), petugas pengawas tertib niaga (PPTN)
dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG)

d. Pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum perlindungan konsumen,
penegakan hukum perizinan dibidang perdagangan, penegakan hukum
terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan konsumen, pengawasan

barang beredar dan/atau jasa di pasaran;
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan

bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
UPTD tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jambi.
Berdasarkan Perda tersebut, UPTD BPSMB mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan
Dinas Perindag Provinsi Jambi dibidang pengawasan, pengujian, penelitian dan
sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada pada

proausen, eksportir dan dunia usaha lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional
Sebagaimana Pasal 48, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu
melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing. Di Dinas
Perindag Provinsi Jambi mempunyai 2 kelompok jabatan fungsional antara lain :
a. Kelompok Jabatan Fungsional Industri Kecil dan Kerajinan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Mutu Barang

1.5. Peran Strategis Dinas Perindag Provinsi Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai peran
yang strategis yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan industri dan
Peerdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas, « oléUhéaéuéa hoééoea
| H héa éop ora1é+ i dd éad edHai | iitaa i éa eor édéadéa éoH énériéa
éléh didadpe iéa 11 06éh &dp ééariéa iddéad éortai I hirkka iéa
80 é6éadéa «hilakukansecara lebih aplikatif, antara lain :
1. Mendorong pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar berbasis

kompetensi daerah

2. Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan
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3. Pertumbuhan kawasan industri Wilayah Timur Provinsi Jambi.

. Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pertanian dan UKM dalam

mengentaskan kemiskinan.

. Mendorong  pengembangan usaha  perdagangan yang efisien, berdaya

saing dan berorientasi pasar ekspor.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi J ambi antara lain :

1.

Masih kurang frekuensi kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan

latihan didukung pendanaan yang memadai.

. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi dalam rangka peningkatan kualitas

dan kuantitas produk hasil industri.

. Masih kurangnya pengetahuan para pengusaha dalam mematuhi etika bisnis,

serta kewajiban melaporkan jika terjadi penutupan usaha, kepindahan lokasi

kegiatan usahanya diluar wilayah kerja.

4. Jaminan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasaran belum maksimal.

5. Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan yang lebih refresentatif untuk

kelancaran distribusi barang dan jasa.

. Tenaga Teknis penguji mutu barang (PMB) penguji dan kalibrasi dalam 3 tahun

terakhir sudah banyak yang memasuki masa purna tugas/pensiun, sedangkan
penggantian masih terbatas/sedikit sehingga tidak sesuai dengan beban tugas

yang ada.

Untuk mengatasi pemasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi

guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

1.

Menugaskan staf untuk mengikuti diklat dan bimtek secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan kapasitas SDM.

Memperluas kemitraan dalam bentuk kerjasama antara industri dan lembaga
keuangan perbankan dan non bank serta Pembangunan/pengembangan
kawasan industri di ujung jabung perlu segera terwujud agar dapat menarik

minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi J ambi.
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3. Meningkatkan sosialisasi kepada pengusaha dalam rangka tertib niaga.

4. Penambahan frekuensi kegiatan operasi pasar dan pasar murah.

5. Melakukan pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah
Provinsi Jambi untuk menunjang kelancaran kegiatan perdagangan.

6. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi
menambahan SDM untuk tenaga pengujian sesuai dengan kriteria yang
dibutuhkan.

[.6. Keragaman SDM Dinas Perindag Provinsi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara kelembagaan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsij ambi dijalankan melalui 6 Unit Kerja, terdiri
dari satu unit yang menangani sekretariat, 2 bidang Industri 2 bidang
Perdagangan dan didukung oleh 1 UPTD BPSMB.

Dari sisi sumber daya kepegawaian jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsij ambisampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 128

orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Dinas Perindag Provinsi ] ambi sebanyak 109 orang
2. UPTD BPSMB sebanyak19 orang

1. Keragamaan SDM Menurut Jenis Kelamin dan Unit Kerja
Jumlah pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsij ambi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2018 mencapai 128 orang yang terdiri dari laki-
laki sebanyak 60 orang atau 46,87% dan perempuan sebanyak 68 orang atau
53,12%. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsijambi tersebut
tersebar pada 6unit kerja Eselon III dengan komposisi pegawai sebagai berikut:
Sekretariat27 orang, Bidang Industri Menengah dan Besar 17 orang, Bidang
Industri Kcil dan Kerajinan 23 orang, Bidang Perdagangan 27 orang, dan
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 17 Orang dan UPTD BPSMB
19 orang. Keragamaan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi tahun 2018menurut jenis kelamin dan unit kerja seperti pada

grafikberikut:
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Grafik 1.1. Keragamaan SDM Disperindag Provinsi J ambi
Menurut

J enis Kelamin dan Unit Kerja
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2. Keragamaan SDM Menurut Tingkat Pendidikan

Disamping itu, komposisi jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi] ambi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : S2 sebanyak
5 orang atau 3,90%; S1 sebanyak 48 orang atau 37,5%; D3 sebanyak 8 orang
atau 6,25%; SLTA sebanyak 48 orang atau 37,5%.

Grafik 1.2. Keragamaan SDM Disperindag Provinsi J ambi
Menurut

Tingkat Pendidikan
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3. Keragaman SDM Menurut Golongan dan Unit Kerja
Sedangkan Keragamaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsij ambi tahun 2018 menurut golongan dan kepangkatan adalah sebagai
berikut: Golongan IV sebanyak 15 orang; Golongan III sebanyak 92 orang;
Golongan II sebanyak 21 orang. Keragaman SDM Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsijambi menurut golongan kepangkatan dan unit kerja

Eselon III seperti pada grafikberikut :

Grafik 1.3. Keragamaan SDM Disperindag Provinsi Jambi
Menurut

Golongan dan Unit Kerja
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4. Keragamaan SDM Menurut Jabatan
Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi Jambi merupakan institusi teknis
yang mengharuskan latar belakang pendidikan tertentu maka pegawai
laki-laki dan perempuan di Dinas Perindag Provinsi Jambi memperoleh
perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir.
Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) pegawai perempuan yang menduduki
jabatan eselon III dan 8 (delapan) pegawai perempuan yang menduduki
jabatan eselon 4. Untuk jelasnya komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat

dilihat pada grafik berikut :

..Lrl



Grafik 1.4. | Keragamaan SDM Disperindag Provinsi Jambi Menurut
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5. Keragamaan SDM Menurut Usia
Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada
umumnya didominasi di usia antara 46 - 50 tahun dan 51-58 tahun.

Komposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada bagan berikut :

Grafik 1.5. | Keragamaan SDM Disperindag Provinsi Jambi Menurut Usia
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6. Keragamaan SDM Menurut Diklat Struktural
Dari 128 orang SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
yang sudah mengikuti Diklat Struktural baru sebanyak 63 orang yaitu PIM II
sebanyak 2 orang, PIM III sebanyak 22 orang dan PIM IV sebanyak 39
orang. Bila dipilah lagi menurut jenis kelamin, datanya menunjukan bahwa
semakin tinggi jenis Diklat Struktural persentase perempuan semakin sedikit.

Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir
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perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam

pengambilan keputusan.

Grafik 1.6. | Keragamaan SDM Disperindag Provinsi ] ambi
Menurut
Diklat Struktural
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[.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, LKj kinerja Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Jambi Tahun

2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan,

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

..Lrl



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1.
2.

Membandingkan antara target dengan realisasi inerja tahun ini.
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi.

. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada).

. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan,

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen penetapan/perjanjian kinerja.
Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :
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BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian
Kinerja

2.1. RPJ MD Provinsi J ambi 2016-2021

2.2. Renstra Disperindag Provinsi ] ambi

! 2016-2021

2.3. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi
Jambi 2018

___________________________________________________________________________________________



BAB II

2.1. RPJMD ProvinsiJambi 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) merupakan
kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai
dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur,
RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah(RPJPD)serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD
Provinsi Jambi disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 ~
2021.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah,
RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun
Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut
akan menguraikan visi dan misi  GubernurJambi yang tertuang dalam RPJMD
tersebut. adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 -~ 2021
yaitu :

“‘Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera_
Wa . Le- br! { %5

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang
akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih
berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun
global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan

memperhitungkan peluang yang dimiliki maka maksud dari visi tersebut
adalah sebagai berikut:

Tertib . diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi

yangmenerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih,



Unggul

Nyaman

Tangguh

Adil

Sejahtera :

Dalam

transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari
berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan
pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang
professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum,
serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat
sampai desa.

Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang
berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan
perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi
Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling
menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras
dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim
investasi dan berusaha yang kondusif.

Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu
bertahan terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing
secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa
diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah,
sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat

mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat
secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang

sosial, ekonomi, politik dan budaya .

rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan

memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan 6 (enam) misi

Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 ~ 2021, sebagai berikut:



Misi satu

Misi dua

Misi tiga

Misi empat :

Misi lima

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang
bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang
berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan
kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi
dan berorientasi melayani masyarakat.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat,
terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender,
yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing,
ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki
tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih
baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan
agamis .
Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat
beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu
melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan
terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan
kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi
pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh
penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi
(IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai
tambah produk - produk unggulan daerah dengan memanfaatkan
IPTEKIN yang ramah lingkungan.
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur

umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang

berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi
terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat

meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah



Misi enam : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, vyaitu
meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan

yang lebih baik.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan
perdagangan terutama untuk mendukung Misi 4 (empat) yaitu “Meningkatkan
daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi
kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi,

dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program
pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan
dilakukan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program antara lain:
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
b. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia.
c. Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan
Menengah

d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

d. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

2.2. Renstra Disperindag Provinsi Jambi2016 - 2021

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-
2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran
sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta strategi yang akan



dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang

diamanahkan.

A. VISI

B.

Salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi yang terkait dengan pembangunan
Industri dan Perdagangan adalah Meningkatkan daya saing daerah melalui
optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh
penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
berwawasan lingkungan. Untuk itu Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi ] ambiyaitu:
O
l

MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

n

Provinsi ] ambi telah menetapkan 3 Misi yang akan diemban yaitu :

1. Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah
Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional.Oleh
karena itu dalam rangka pengembangan industri yang berbasis unggulan
daerah diarahkan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing produk
industri yang efektif, tangguh, dan efisien.Untuk mendorong pertumbuhan
industri di Jambi, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai

hilir serta berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang
ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan

yang berwawasan Nusantara.Pembangunan perdagangan sangat penting



dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan
memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan
lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan
pendapatan. Pembangunan perdagangan di Provinsi Jambi mempunyai

tujuan antara lain :

2.1. Perdagangan Dalam Negeri

a. Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri melalui sistem
distribusi yang efesien dan efektif, dalam upaya meningkatkan daya
saing produk - produk ekspor, mempertahankan tingkat harga yang
wajar dan stabil di dalam negeri antara lain memperluas pemasaran
barang - barang produk dalam negeri dan meningkatkan peranan
pengusaha daerah khususnya pada golongan ekonomi lemah.

b. Menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya
disesuaikan dengan pola produksi dan kosumsi masyarakat didukung
oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi dan jaringan distribusi

yang mantap

2.2. Perdagangan Luar Negeri

Mendorong ekspor komoditi non migas, dengan terus mengembangkan
peningkatan daya saing penerobosan serta perluasan pasar luar negeri
melalui peningkatan efesiensi produksi , mutu komoditi , jaminan
kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta
penganekaragaman produk dan pasar. Kegiatan ini didukung oleh
penyempurnaan pemantapan sarana dan prasarana perdagangan , yang
meliputi jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan

akses pasar.

. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan

Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan
Salah satu perwujudan dari tugas pokok dan fungsi aparatur negara adalah
pelayanan publik.Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik

merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan pemerintah



C.

yang baik (good governance).Hal ini disebabkan karena salah satu tolak
ukur penyelenggaraan good governance dapat dilihat dari terselenggaranya
pelayanan publikyang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan layanan,
sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan baik

berupa barang maupun jasa.khususnya dibidang industri dan perdagangan.

TUJ UAN
Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu
tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta
menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin
dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas
untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Periode 2016-2021 sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Daya Saing Industri Guna  Mendukung
Perekonomian Daerah
Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan
ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Meningkatkan
daya saing sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama
pembangunan di sektor industri dan selaras dengan misi pertama Renstra
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu Mengembangkan
Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah.
Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jambi memberikan
sumbangan paling besar pada total PDRB Jambi. Untuk meningkatkan
kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar

pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

2. Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang
Terintegrasi dengan Pasar Dalam Negeri
Dengan penguatan pasar dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi akan
tetap terjaga dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam

menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Indikasi semakin kuatnya



pasar dalam negeri dapat dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran
yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian
Indonesia.

Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan dalam menguatkan pasar dalam
negeri diantaranya dengan melakukan peningkatan layanan di sektor

perdagangan.

Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan.Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang
mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau
Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.Pemerintah
mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan

pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan.
Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri
dari ekspor lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor
lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif.
Keadaan tersebut dikenal sebagai deficit perdagangan. Agar hal tersebut
tidak terjadi maka pemerintah selalu berusaha mendorong melalui
kebijakan ekspor dengan cara antara lain :
a. Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor
Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor
dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor.
b. Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan
kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang
murah dan kemudahan dalam mengurus ekspor.
c. Insentif Ekspor
Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir,
pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya

penghargaan atas kualitas barang yang diekspor.



d. Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri
Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan
produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekposr ke luar negeri
maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke
luar negeri, misalnya dengan dengan mengadakan pameran dagang di
luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal.Selain
mendorong ekspor, pemerintah perlu juga mengendalikan impor.Agar
tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor

untuk melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan cara berikut :

d.1. Pengenaan Bea Masuk
Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk
yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal
ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor

dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

d.2. Kuota Impor
Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah
barang impor yang masuk ke dalam negeri.Dengan dibatasinya
jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap
mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di

pasaran.

d.3. Substitusi Impor
Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk
mengurangi ketergantungan terhadap Iluar negeri dengan
mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri

barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

4. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

Dalam mendukung Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menerapkan Standar

Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) yang merupakan



D.

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah.

SASARAN

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang
tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan
proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya,
ada keinginan kuat untuk lebih meningkat peran industri tertutama industri
kecil dan menengah di semua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk
itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai
tahun 2016 sampai tahun 2021.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-
sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan
pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan
perdagangan yang ingin diwujudkan selama tahun 2016-2021 adalah sebanyak

4 sasaran yaitu :

1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri
Tumbuh dan berkembangnya sektor industri selain sebagai sektor penggerak
utama peningkatan nilai tambah komoditi primer utama Provinsi Jambi juga
sebagai pendukung pengerak utama perekonomian daerah. Fasilitasi
pengembangan, penyebaran dan penguatan daya saing industri daerah
menjadi sasaran yang sangat penting dan krusial. Untuk itu peran
pemerintah daerah dalam memfasilitasi penumbuhan sektor industri

khususnya penumbuhan wirausaha baru menjadi perhatian utama.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu :
a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

b. Pertumbuhan sektor industri

c. Persentase peningkatan usaha industri

d. Persentase peningkatan tenaga kerja industry



2. Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri

Sistem distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien akan nyata
berpengaruh pada daya saing produk dari sentra produksi ke pusat-pusat
pemasaran di dalam maupun diluar daerah. Untuk itu upaya-upaya dalam
rangka mengendalikan inflansi, perluasan akses pasar produk baik produk
industri maupun non industri dan pengembangan sarana perdagangan
menjadi lebih krusial.

Pengamanan perdagangan juga dapat menjadikan instrument untuk
mengembangkan ekonomi lokal. Tindakan pengamanan perdagangan perlu
disenergikan dengan tindakan Aku Cinta Produk Lokal dan Gerakan
Konsumen Cerdas akan memacu potensi ekonomi lokal menjadi pesat
berkembang.

Adapun indikator kinerja sasaran yaitu :

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

b. Pertumbuhan sektor perdagangan

c. Persentase peningkatan usaha perdagangan

Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor

Ekspor dan Impor merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB
Provinsi Jambi. Aktivitas pengembangan ekspor daerah perlu digenjot guna
untuk mengatasi defist neraca perdagangan daerah yang dapat berpengaruh
negatif pada perekonomian nasional khususnya daerah. Pemeryintah dan
pelaku usaha harus bersinergis untuk mendorong ekspor komoditi unggulan
daerah yang potensial untuk dikembangkan. Sehingga dapat berkontribusi

pada perekonomian melalui pertambahan nilai ekspor.

Selanjutnya pengendalian impor perlu dilakukan untuk masuknya barang-
barang konsumsi yang tidak layak dan berbahaya bagi konsumen juga
kaitnanya dengan pengamanan produk-produk dalam negeri dari persaingan
yang tidak sehat akibat masuknya produk serupa dari luar negeri yang masal
dan kualitasnya tidak dapat terjamin.Pembinaan perdagangan lintas batas

menjadi salah satu fokus lokasi pengembangan ekspor dan pengendalian



impor karena didaerah ini berbagai masalah berkaitan dengan perdagangan
ilegal yang sering muncul. Pengendalian Impor dapat dikendalikan dengan
instrumen penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan pemantauan
masuknya barang-barang impor melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Pengembangan ekspor dan pengendalian impor di Provinsi Jambi harus
didukung dengan institusi daerah yang memberikan pelayanan kepada dunia
usaha terhadap pemberlakuan standarisasi dunia.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu :

1. Persentase peningkatan nilai ekspor non migas

2. Persentase penurunan nilai impor

Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal
organisasi

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi
adalah salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran strategis lainnya.
Pembinaan kemampuan dan kompetensi disiplin pegawai menjadi prioritas
utama untuk mendapat hasil kinerja yang optimal. Disperindag Provinsi
Jambi bersama dengan UPTD dibawahnya yang langsung bergerak pada
pelayanan dunia usaha dan masyarakat harus didukung dengan peningkatan
kompentensi aparatur yang profesional dan responsif terhadap dinamika di
dunia usaha dan masyarakat. Tidak saja sistem managemen kepegawaian
yang baik, fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan
prasarana kerja harus disediakan termasuk mengoptimalkan pemanfatan
teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang
mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah perencanaan. Perencanaan kerja yang
baik akan sangat membantu pencapaikan kinerja yang telah ditetapkan.
Demikian juga pengelolaan keuangan negara dimana pengelolaan keuangan
negara yang baik dilakukan secara secara tertif, taat pada peraturan
perundangan yang berlaku dikelola secara ekonomis, efisien, efektif,

transparan dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan diperlukan



adanya monitoring dan evaluasi

sehingga

guna.Adapun indikator kinerja sasaran 4 yaitu :

lebih tepat dan berdaya

1. Persentase layanan administrasi kantor dan layanan jasa yang sesuai
dengan SOP

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa pelayanan jasa

Gambar 2.1. | Keterkaitan Misi, Tujuan danSasaran Disperindag
Provinsi Jambi 2016-2021
Meningkatkan
M Mengembangka?n Pelaksanaan Tugas
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Berkembangnya Berkembangnya Ekspor Daerah Pelayanan
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Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Disperindag Provinsi Jambi 2016-2021

Vi si Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Tangguh, Berkeadilan dan Berdaya Saing
Mis i: 1. Mengembangkan S ektor Industri Berbasis Unggulan Daerah
2. Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
3. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan
. . . Kondisi Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. | Meningkatkan daya Tumbuh dan Kontribusi sektor industri terhadap 11,05 11,50 11,60 10,80 10,90 11,00 11,10
saing industri guna Berkembangnya PDRB (%)
mendukung S ektor Industri Pertumbuhan sektor Industri (%) 2,33 5,00 5,20 2,71 3,13 3,55 3,97
perekonomian Persentase peningkatan usaha 28.075 unit 5,00 5,20 5,02 5,22 5,42 5,62
daerah industri (%)
Persentase peningkatan tenaga 111.390 4,00 4,20 4,12 4,32 4,52 4,72
kerja industri (%) orang
2. | Meningkatkan Tumbuh dan Kontribusi sektor perdagangan 11,12 11,50 11,65 12,55 12,60 12,65 13,10
stabilitas harga dan | berkembangnya terhadap PDRB (%)
penguatan pangsa perdagangan dalam P ertumbuhan sektor perdagangan 11,02 11,50 11,60 6,50 6,65 6,80 7,0
pasar yang negeri (%)
terintegrasi dengan Persentase peningkatan usaha 85.357 unit 7 7 0,00 | 0,00 0,00 0,00
pasar dalam negeri perdagangan (%)
3. | Meningkatkan Meningkatnya ekspor Persentase nilai ekspor non us $ 894,15 | 10,00 | 10,00 6,14 6,28 6,42 10
perdagangan luar daerah dan migas (%) juta
negeri yang terkendalinya impor Persentase nilai impor (%) UusS $ 109,03 5 5 5 5 5 5
berkualitas juta
4. | Meningkatkan Meningkatnya Persentase layanan administrasi 70% 75 80 85 90 95 100
pelayanan kualitas kinerja kantor dan layanan jasa yang
masyarakat dan pelayanan eksternal sesuai dengan SOP (%)
dunia usaha dan internal Indeks Kepuasan Masyarakat 74% 75 75,2 75,4 756 | 758 76
organisasl terhadap beberapa pelayanan
jasa (%)




E. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan

visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya

memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan

kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor

penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1.

N o v ok

Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan
baku local.

Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan, sumber daya local yang
berkelanjutan.

Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam
mendukung pembangunan industri daerah dan nasional

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis.

Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru

Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing
dalam rangka perlindungan konsumen.

Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan
pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta
upaya mengendalikan impor

Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik
di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana

dan prasarana yang memadai



F. PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PENUNJANG
PROGRAM PRIORITAS

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai

melalui 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ketujuh program tersebut adalah :

1.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program ini bertujuan meningkatan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian
berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan

jasa yang beredar di pasaran.

.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah
dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan

rendah terhadap bahan baku impor.

.Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik
volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat
akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka

lapangan pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi Negara.

.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem
distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok

masyarakat.

.Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium
pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor
sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global

dan Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD).



6.

Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam

pengembangan industri agro dan kimia.

.Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan

Menengah.
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha
~ wirausaha IKM baru serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar

menjadi wirausaha yang mandiri dan professional.

PROGRAM PENUNJANG

1.

Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang

penyediaanpelayanan administrasi perkantoran.

.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan
maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku
kepentingan.Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan

prasarana kerja sesuai kebutuhans

.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pengadaan
pakaian dinas untuk Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jambi.

.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan agar terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas
dibidangnya. Keluaran dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan,

wawasan dan kopetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas.



5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan SKPD

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan. Keluaran dari program ini adalah Ketersediaan informasi tentang

capaian atau realisasi kinerja Disperindag Provinsi J ambi.

industri guna mendukung
perekonomian daerah

Berkembangnya S ektor
Industri

Gambar 2.2. | Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dengan Program
Tujuan Sasaran Program
Meningkatkan daya saing | Tumbuh dan 1 Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah Pengembangan Industri
Agro dan Kimia

1 Peningkatan Daya Saing Kewirausaan
Industri Kecil dan Menengah

Meningkatkan stabilitas
harga dan penguatan
pangsa pasar yang
terintegrasi dengan pasar
dalam negeri

Tumbuh dan
berkembangnya
perdagangan dalam
negeri

- Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

- Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Meningkatkan
perdagangan luar negeri
yang berkualitas

Meningkatnya ekspor
daerah dan
terkendalinya impor

- Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
[ Pengembangan Standarisasi Nasional

Meningkatkan pelayanan
masyarakat dan dunia
usaha

Meningkatnya kualitas
kinerja pelayanan
eksternal dan internal
organisasi

- Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Peningkatan Disiplin Aparatur

- Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

- Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan
-1 Pengembangan Standarisasi Nasional




F. INDIKATOR KINERJ A UTAMA (IKU)
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah
Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud.Hal ini sejalan dengan
penyempurnaan Sistem Akuntabilitas InstansiPemerintah (SAKIP) sebagaimana
yang telah di selenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi.Indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai

periode Renstra adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :



Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Disperindag Provinsi Jambi 2016-2021

Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan Sumber Penanggung
Utama Data Jawab
Tumbuh dan Kontribusi sektor Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB x 100% BPS Bid. IKK
Berkembangnya industri terhadapPDRB Total Nilai PDRB ADHB dan IMB
Sektor Industri. ADHB . Atas Dasar Harga Berlaku
Pertumbuhan sektor Nilai PDRB ADHK Sektor - Nilai PDRB ADHK Sektor BPS Bid. IKK
Industri Industri Pengolahan Industri Pengolahan dan IMB
Tahun (n)Tahun (n-1) x 100%
Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
ADHB : Atas Dasar Harga Konstan
Persentase peningkatan Jumlah Usaha Industri - Jumlah Usaha Industri Hasil Bid. IKK
usaha industri Tahun (n) Tahun (n-1) x 100% Pendataan | dan IMB
Jumlah Usaha Industri Tahun (n-1)
Persentase peningkatan |J umlah TK Industri - Jumlah TK Industri Hasil Bid. IKK
tenaga kerja industri Tahun (n) Tahun (n-1) x 100% Pendataan | dan IMB
Jumlah TK Industri Tahun (n-1)
Tumbuh dan Kontribusi sektor Nilai Sektor Perdagangan PDRB ADHB x 100% BPS Bid. PDN dan
berkembangnya perdagangan terhadap Total Nilai PDRB ADHB UPTD Metrologi
perdagangaq PDRB ADHB . Atas Dasar Harga Berlaku
dalam negeri Pertumbuhan sektor  [Nilai PDRB ADHK Sektor - Nilai PDRB ADHK Sektor BPS Bid. PDN dan
Perdagangan Perdagangan Tahun (n) Perdagangan Tahun (n-1) x 100% UPTD Metrologi
Nilai PDRB ADHK S ektor Perdagangan Tahun (n-1)
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
Persentase peningkatan Jumlah Usaha Perdagangan - Jumlah Usaha Perdagangan Hasil Bid. PDN dan
usaha perdagangan Tahun (n)Tahun (n-1) x 100% Pendataan | UPTD Metrologi
Jumlah Usaha Perdagangan Tahun (n-1)
Meningkatnya Persentase nilai ekspor |Nilai Ekspor NonMigas -  Nilai Ekspor Non Migas BPS Bid. PLN dan
ekspor daerah dan | non migas Tahun (n)Tahun (n-1) UPTD BPSMB

x 100%

D)




terkendalinya impor

Nilai Ekspor Non Migas Tahun (n-1)

Persentase nilai impor  |Nilai Impor Tahun (n) - Nilai Impor Tahun (n-1) x 100% BPS Bid. PLN dan
Nilai Impor Tahun (n-1) UPTD BPSMB
Meningkatnya Persentase layanan Target layanan administrasi kantor dan layanan Laporan Sekretariat
kualitas kinerja administrasi kantor jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n) x 100% Kinerja
5ela¥anan ksternal ISy quanan jasa yang Realisasi layanan administrasi kantor dan layanan
an internal sesuai dengan SOP . ;
organisasi jasa yang sesuai dengan SOP Tahun (n)
Indeks Kepuasan Rata-rata Skor IKM atas beberapa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas | Hasil UPTD  Metrologi
Masyarakat terhadap Perindag Provinsi Jambi kepada pelaku usaha Survey IKM | dan
UPTD BPSMB

beberapa pelayanan
jasa




2.3. Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2018

Perjanjian  kinerja  adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indiator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.sehingga terwujud kesinambungan kinerja
setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

.

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

w

. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasasan
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

u

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan
strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menyusun

Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun

and



2018. Sepanjang tahun tersebut Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada
PerjanjianKinerja Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni
Tahun 2018dan PerjanjianKinerja Program/Kegiatan yang didukung melalui
Anggaran APBD Perubahan Tahun 2018.

Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang meliputi program, sasaran,
indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada

TabelPerjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. | Perjanjian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2018

Sasaran Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan Anggaran
Strategis (Rp)
Tumbuh dan Kontribusi sektor 10,09 % | Program Pengembangan
Berkembangnya industri terhadap PDRB Industri Kecil dan Menengah 2.661.814.000,00
S ektor Industri Pertumbuhan sektor 313% |, Peningkatan SDM Industri $9.810.000
Industri " | Kecil dan Menengah o
Persentase peningkatan| 5,22 % Promosi Industri Kecil
usaha industri & Regional dan Lokal 737.225.000
Persentase 5,22 %
peningkatan tenaga 3 Penguqtan I.(elembagaan 161.294.000
kerja industri industri kecil
4 Pengembangan rumah 258.300.000
tenun J ambi
5 Pendgtaan IKM se Provinsi 79.080.000
Jambi
6. Pengembanga‘n perajin unit 365.400.000
promosi J ambi
Pengembangan desain
7 berbasis budaya daerah PEa
g, | PRSI SR 126.790.000
usaha industri kecil
9. Koveksi gugus kendali mutu 98.465.000

tingkat provinsi

Program Pengembangan

Industri Agro dan Kimia 2BEBIUI B2 T

Pengawasan teknis
1. pengembangan industri 130.627.320
menengah dan besar

Penguatan Kelembagaan
Industri Menengah dan

1.817.850.000
Besar

Peningkatan SDM Industri

menengah dan besar 577500

Partisi pada pemeran
4. | industri menengah dan 112.750.000
besar

Updating industri
5. menengah dan besar se 464.077.500
provinsi ] ambi

Program Peningkatan Daya 281.093.500,00




SaingKewirausahaan ndustri
Kecil dan Menengah

Pengembangan dan

1. Pembinaan Wira Usaha 177.220.000
Baru Industri Kecil
Pelatihan TOT bagi aparat
2. pembina TKM 48.620.000
Pengembangan One Village
3. Product (OVOP) 55.253.500
Tumbuh dan Kontribusi sektor 12,60 % | ProgramPeningkatan
berkembangnya perdagangan terhadap Efisiensi Perdagangan Dalam 861.900.000,00
perdagangan PDRB Negeri
dalam negeri Pertumbuhan sektor 6,65 % Pengembangan Pasar
perdagangan 1. | Lelang Daerah dan Sistem 188.400.000
Resi Gudang
Persentase 7.5 % Promosi Penggunaan
peningkatan usaha 2. | Produksi Dalam Negeri 323.000.000
perdagangan
Pendataan sarana
3. | perdagangan dan 43.300.000
pedagang informal
Rantau pasok dan prognosa
4. | bahan kebutuhan pokok 307.200.000
dan bahan penting lainnya
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan 865.320.000,00
Perdagangan
1 Pengawasan barang 206.320.000
* | beredar dan jasa T
Pengembangan dan
o | | Ll ROl 350.000.000
Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)
3 I(Monitoring ba.rang yang 56.450.000
adarluarsa di pasaran
4 Sosifalisasi kebijakan 136.300.000
perlindungan konsumen
5. | Indentifikasi tertib niaga 91.350.000
Meningkatnya Persentase nilai ekspor | 6,28 % Program Peningkatan dan
ekspor daerah non migas Pengembangan Perdagangan 179.500.000,00
Fian terkendalinya Luar Negeri
Impor Persentase penurunan | 5.0 % Peningkatan SDM
nilai impor ! Perdazangan Luar Negeri ZESULELD
Forum koordinasi
2. | peningkatan kinerja ekspor 97.000.000
daerah
Pemuhtahiran data
eksportir dan importir
3. 55.000.000

Program Pengembangan
Standarisasi Nasional

822.027.000,00

Pengembangan
1. | Infrastruktur Kelembagaan
Standarisasi

95.400.000

Peningkatan Kapasitas Lab.
2. | Penguji Mutu Barang
Ekspor dan Impor

227.950.000

7~ P

Sosialisasi Laboratorium
3. | Kalibrasi yang sudah
terakreditasi

53.500.000

4. | Penambahan peralatan dan

363.252.000




bahan uji serta perawatan
Laboratorium

Peningkatan SDM Petugas

Meningkatnya
kualitas kinerja
pelayanan
eksternal dan
internal organisasi

2 Kalibrasi BPSMB SRS
Persentase layanan 100 % Program Pelayanan
administrasi kantor Administrasi Perkantoran 1.384.123.500,00
dan layanan jasa 1. | Penyediaan J asa Surat-
}S'%Ng sesuai dengan menyurat 72.300.000
P
Indeks Kepuasan 75,6 % 2. | Penyediaan Jasa
Masyarakat terhadap Komunikasi, Sumber Daya 246.000.000
peberapa pelayanan Air dan Listrik
jasa F
3. | Penyediaan ] asa 191.998.000
Administrasi Keuangan
4. | Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor SR
5. | Penyediaan Alat Tulis 93.863.000
Kantor
6. | Penyediaan barang Cetakan 32.500.000
dan Penggandaan
7. | Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ 68.902.000
Penerangan Bangunan
Kantor
8. | Penyediaan Peralatan dan 2.000.000
Perlengkapan Kantor
9. | Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- 16.200.000
undangan
10. Pgnyedlaan Makanan dan 25.728.000
Minuman
11. | Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah DU
Program Peningkatan Sarana 1.320.618.045
dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan peralatan 201.590.045
kantor
2. | Pengadaan Meubeler 17.500.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 295.500.000
Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4. | Kendaraan Dinas/ 216.020.000
Operasional
Pemeliharaan
5. | Rutin/Berkala 104.000.000
Peralatan Gegung Kantor
6. Rehabilitasi Sedang / Berat 444.420.000
Gedung Kantor
7. | Pengdaan komputer 41.588.000
Program Peningkatan Disiplin 194.400.000,00
Aparatur

.

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

194.400.000

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya

58.130.000,00

Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000
Formal

, | Pembinaan jasmani dan 38.130.000
Rohani

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem

648.497.075,00




Pelaporan Capaian Kinerja

dan

Keuangan

1.

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

34.680.000

Penyusunan Laporan
Keuangan dan Neraca Aset

27.875.000

Penyusunan Laporan
Pengelolaan Kepegawaian

44.000.000

Penyusunan rencana kerja
SKPD

199.815.000

Monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
SKPD

97.822.075

6.

Pengembangan sarana
Informasi Yang Dapat Di
Akses Masyarakat

244.305.000

Program Pengembangan
Standarisasi Nasional

37.700.000,00

Survei IKM Atas Pelayanan
Lab. Kalibrasi dan Lab.

Pengujian

37.700.000

Program Perlindungan

Kon

sumen dan Pengamanan

perdagangan

29.900.000,00

1.

Survey IKM Atas Pelayanan

perlindungan konsumen

29.900.000




BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.2. Realisasi Anggaran



BAB III
AKUNTABILITASKINER]J A

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis  kinerja, yang utama
adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan
yang lebih baik.Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya
sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.Esensi dari
manajemen pembangunan berbasiskinerja adalah orientasi untuk mendorong
perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang
dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil

maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai.Sebagai bagian dari komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan website
Dinas Perindustrian dan Perdagangan nantinya menjadi pendorong fungsi
pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan
publik.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Sedangkan untuk  skala penilaian  terhadap  kinerja pemerintah,

menggunakanpijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:
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Tabel 3.1. | Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Ié”te.”a F"er]llalgn Kode Kriteria
ealisasi Kinerja

1. h 91 Sangat Baik

2. 76 H 90 Baik

3. 66 H 75 Sedang

4, 51 H 65 Rendah

5. H 50 Sangat rendah _I

3.1 Capaian Kinerja
3.1.1. Capaian IKU 2018

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur  Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/ 2007 Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang disusun

dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut
akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-

masing Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2.

Tingkat Capaian Kinerja Disperindag Provinsi Jambi 2018

MIST 1

Mengembangkan Sektor Industri Berbasis Unggulan Daerah

TUJ UAN 1

Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah

Meningkatkan Peranan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

SASARAN 1
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri

Indikator Kinerja K;S?I;I Target Realisasi | Persentase | Kriteria
Kontribusi sektor industri
terhadap PDRB 10,19 % 10,80% 10,76 % 99,6 SaB"_ngt

ai
Pertumbuhan sektor industri 2,29 % 271 % 3,02 % 111 SaBI;igI?t
Persen.tase pgnlngkatan 28.075 5,02 % 412 % 82,1 Rendah
usaha industri Unit
Persentase. pgnlngkqtan 111.390 412 % 5, 02 % 82,07 Sangat
tenaga kerja industri Orang Baik
MIST 2

TUJ UAN 2

dengan Pasar Dalam Negeri

Meningkatkan Stabilitas dan Penguatan Pangsa Pasar yang Terintegrasi

Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas

SASARAN 2
Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri

Indikator Kinerja Konc21|§1| '76‘ ) Target Realisasi Persentase Kriteria
Kontribusi sektor 0 0 0
perdagangan terhadap PDRB 12,23 % 12,55 % 12,23 % 97,45 Rendah
Pertumbuhan sektor 6,27 % 650% | 691% 94,1 Rendah
perdagangan
Persentase peningkatan 85.3.57 7.00 % 6,98 % 99,1 Sangat
usaha perdagangan Unit Baik

TUJUAN 3

SASARAN 3

Meninikatkan Eksior Daerah dan Terkendalinia Imior

Persentase nilai ekspor non US $ 894,15 10,0 % 5,86 % 58,60
. . Rendah
migas juta
Persentase nilai impor US $ 109,03 5,0 % 19,52 % 390,4 Sangat
juta Baik
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MISI 3
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik Dalam
Urusan Industri dan perdagangan

TUJ UAN 4
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha
SASARAN 4
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi
Indikator Kinerja Kong:;l 7A ) Target Realisasi Persentase Kriteria

Persentase layanan Sangat
adm|n|stra5| kantor dan . 80,0 % 75 0 75 o 95,5 Baik
layanan jasa yang sesuai
dengan SOP
Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat
terhadap beberapa 752 % 75,0 % 74,67 % 99,56 Baik
pelayanan jasa

Dari 11 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun
2018sebagaimana tabel tersebut diatas, 8indikator menunjukkan capaian
diatas 91% . Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang
terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh unit kerja
dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang tingkat pencapaiannya
belum mencapai 100 % pada tahun 2018, masih diperlukan upaya kinerja yang
lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang

mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 9 indikator menunjukkan capaian sangat

tinggi, 2 indikator menunjukkan capaiannyarendah.
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Grafik3.1. Tingkat Capaian IKU Disperindag Provinsi Jambi 2017
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3.1.2.Analisa Capaian Kinerja 2017

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi tahun 2016 - 2021, terdapat 3 (tiga) misi dan 3 (tiga)) tujuan, serta 4
(empat) sasaran strategis, adapun analisa dari empat sasaran strategis untuk
mencapai empat tujuan dan tiga misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jambi, akan diuraikan sebagai berikut :

3.1.2.7. SASARAN STRATEGIS SATU
SASARAN STRATEGIS 1

Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Mengembangkan Sektor Industri
Berbasis Unggulan Daerah, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu
Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah, maka
ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu Tumbuh dan Berkembangnya
Sektor Industri.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 4 (empat) Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun
pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari keempat

Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1

TUJ UAN 1
Meningkatkan Daya Saing Industri Guna Mendukung Perekonomian Daerah
SASARAN 1
Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri
Indikator Kinerja Kongg; %Awal Target Realisasi | Persentase | Kriteria

Kontribusi sektor industri 0 0 0 Sangat
terhadap PDRB 10,19 % 10,80 % 10,76 % 99,6 Baik
Pertumbuhan sektor industri 229 % 271 % 3,02 % 111 S;ral%;t
Persen.tase pgnlngkatan 28.075 5,02 % 412 % 821 Rendah
usaha industri Unit
Persentase. pgnlngkqtan 111.390 412 % 5, 02 % 82,07 Sangat
tenaga kerja industri Orang Baik

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah
sebagai berikut

3.1.2.1.1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Daerah, diukur melalui
penghitunganbesaran persentase kontribusi industri pengolahan non-migas

terhadap PDRB sesuai dengan data BPS yang dikeluarkan.

Secara kumulatif nilai PDRB sektor industri pengolahan Provinsi fambi tahun
2017 mencapali Rp 14.698 Triyun memberikan kontribusi sebesar 10,76 persen
terhadap PDRB Provinsi Jambi yang mencapai nilai sebesar Rp 136.557 trilyun.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi industri pengolahan
terhadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 mencapai 11,05
persen. sehingga indikator kinerja satu pada sasaran strategis satu persentase
capaiannya hanya sebesar 88, 61persen bila dibandingkan dengan target sebesar

11,50 persen.

Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
masa Renstra yaitu tahun 2013 ~ 2017 mengalami kinerja yang berfluktuasi,
dimana pada awal renstra tahun 2010kontribusi sektor industri pengolahan sebesar

11,11 persen lalu menurun menjadi 10,67 persen pada tahun 2011dan pada tahun
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2012kontribusi sektor industri pengolahan mengalami kenaikan kembali menjadi
10,91 persen dan selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 mengalami trend
menurun menjadi 10,68 persendan 10,57 persen namun pada tahun 2015 kembali
menunjukkan kinerja yang mengembirakan menjadi 11,05 persen.Kemudian pada
tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10,19 persen. Kemudian mengalami
kedanaikan pada tahun 2017 dari 10,19 persen menjadi 10,76 persen. Pada grafik
3.2.dapat dilihat kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun

2010 sampai tahun 2017sebagai berikut :

Grafik 3.2. | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi 2011-2017
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Sumber : BPS Provnsi J ambi

Trend perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi Jambi
sejak tahun 2011-2017 selalu dibawah perkembangan kontribusi sektor industri
pengolahan nasional.Pada grafik 3.3.dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor
industri pengolahan Provinsi Jambi dengan perkembangan kontribusi sektor industri

pengolahan nasional sebagai berikut :
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Grafik 3.3. | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi
dibanding Nasional 2011-2017
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Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional

Berdasarkan perkembangan perekonomian Provinsi Jambi dari tahun 2010-

2017, terlihat bahwa nilai kontribusi industri pengolahan termasuk lima besar

dibanding dengan lapangan usaha lainnya inimenjadi bukti pentingnya peranan

sektor industri sebagai penggerakperekonomian daerah. Hal ini sekaligus menjadi

pendorong bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk selalu

fokus dan berkinerja secara maksimal dan terbaik. Adapun peran sektor industri

pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi 2010-2017 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :
Tabel 3.4. Peran Sektor Industri Terhadap PDRB
2010-2013 (persen)
No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,85 29,33 29,83 29,68
2. Pertambangan dan Penggalian 18,24 19,04 17,37 15,97
3. Industri Pengolahan 11,1 10,65 10,90 10,67
4, Listrik , Gas dan Air 0,9 0,93 0,92 0,95
5. Konstruksi 4,54 4,28 4,80 5,69
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,54 14,95 15,77 16,97
7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,53 6,25 6,36 6,31
8 Keuangan,PIZ(sjslaEhs;g;e dan J asa 5,17 5,14 515 5,22
9. Jasa-jasa 9,54 9,31 8,85 8,49
TOTAL PDRB 100 100 100 100
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Tabel 3.5. Peran Sektor Industri Terhadap PDRB
2014-2017 (persen)

No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,81 28,25 29,78 26,97
2. Pertambangan dan Penggalian 22,99 19,00 16,13 35,57
3. Industri Pengolahan 10,57 14,88 10,19 10,76
4., Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,06 0,49 0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5. & Limbah dan §aurUIang P 0,13 0,19 0,15 0,13
6. Konstruksi 6,67 7,20 7,34 7,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

7. & l\%obil dan Sepeda Motc;r P 8,82 11,12 12,23 6,91

8. Transportasi dan Pergudangan 3,22 3,21 3,39 3,28
9, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,04 1,14 1,24 1,11

10. Informasi dan Komunikasi 2,64 3,47 3,99 3,61

11. J asa Keuangan dan Asuransi 2,44 2,42 2,49 2,35
12. Real Estate 1,29 1,55 1,57 1,44
13. Jasa Perusahaan 1,03 1,16 1,23 1,05
10| A e | 517 | 4w | a7 | 3w
15. J asa Pendidikan 4,34 3,29 3,32 3,26
16. J asa Kesehatan dan Kegiatan S osial 0,94 1,07 1.10 1,15
17. J asa lainnya 0,84 0,95 0,98 1,03

TOTAL PDRB 100 100 100 100

Lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar pada tahun 2016 adalah
adalah sektor Pertambangan dan Penggaliansebesar 35,57 persen, sektor
Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,97 persen, sektor Industri
pengolahan sebesar 10,76 persen, Kontruksi sebesar 7,19 persen dan sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar6,91

persen.

Secara umum terjadi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan
usaha,namun berdasarkan analisa per sektor akan terlihat beberapa lapangan
usahamengalami  perlambatan.Perlambatan beberapa lapangan wusaha ini
dapatdisebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Turunnya nilai mata uang rupiah kepada USD
Melemahnya rupiah mengakibatkan beberapa sektor menjadi sulit
untukkompetitif ~ khususnya  yang  tergantung pada  produk-produk
impor.Keuntungan yang harusnya diterima oleh para eksportir pun tidak
dapatmeningkatkan neraca transaksi berjalan akibat industri manufaktur

yangbelum efisien dan berdaya saing.
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2. Turunnya harga komoditas dunia
Melemahnya harga-harga komoditas dunia sebagai akibat
melemahnyapermintaan di  China dan Negara-negara utama Eropa
mengakibatkanindustri yang mengandalkan harga komoditas mengalami
pelemahanpermintaan.

3. Pemberlakuan UU Minerba
Pada 11 Januari 2014, presiden SBY menandatangani Peraturan
PemerintahNomor 1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindak lanjut dan
peraturanpelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan
BatuBara.Dimana undang-undang tersebut mewajibkan semua
perusahaantambang membangun smelter dan dilarang untuk mengekspor
bahanmentah.Hal ini bertujuan untuk menaikkan nilai tambah berupa nilai

ekonomidan menciptakan lapangan pekerjaan.

3.1.2.1.2. Pertumbuhan Sektor Industri

Laju pertumbuhan industri, diukur melalui penghitungan Nilai PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHK) Sektor Industri Tahun n dikurang Nilai PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHK) Tahun n-1 dibagi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Sektor Industri (ADHK) Tahun n-1.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2017 tercatat sebesar 3,02
persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,5 persen, sehingga
indikator kinerja tigapada sasaran strategis satu ini persentase capaiannya sebesar

103 persen.

Indikator persentase pertumbuhan sektor industri Pengolahan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun masa Renstra yaitu tahun 2010 2017 mengalami
pertumbuhan yang berfluktuasi, dimana pada awal renstra tahun 2010
pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,10 persen lalu meningkat lagi
menjadi 6,7 persen pada tahun 2011dan pada tahun 2012 pertumbuhan sektor
industri pengolahan sangat menggembirakan yaitu sebesar 7,90 persen namun

pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar 5,69 persen,
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tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 4,7 persen dan pada akhir
masa renstra tahun 2015 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali
menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan yaitu sebesar 2,33persen dan
pada tahun 2016 kembali turun menjadi 2,29 persen. Pada tahun 2017 terjadi
pertumbuhan sebsesar 3,02 persen,Penyebab utama menurunnya pertumbuhan
industri pengolahan Jambi mulai tahun 2013 hingga 2016 disebabkan karena masih
lemahnya permintaan dan pengaruh perekonomian global, dan tren penurunan

harga komoditas unggulan Jambi seperti kelapa sawit dan karet.

Trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun
2010-2015 pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi J ambi,
begitu juga pada tahun 2016 ini pertumbuhan industri pengolahan Provinsi Jambi
sebesar 2,29 persen jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yaitu
sebesar 4,37 persen. Pada grafik 3.4.dapat dilihat pertumbuhan sektor industri

pengolahan Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai tahun 2017sebagai berikut :

Grafik 3.4. | Pertumbuhan Industri Pengolahan Prov. Jambi dibanding
Pertumbuhan Ekonomi Jambi 2010 -2017

> /@; v 55 1
f T
5 // AN \\
R 5 - _ o)
t TMOLr (DAL AXIXT m\MIi( \f\m =
——tTHOIr GUMBbANG P N oo
£ 7 TRIBDALTL b
2
n

HEN 0Ed| HEp| HEh HEh HER HBE #HBh
tTPOLr (DO AXDI GMTT G WE | 3R | | S| et i | @i B
tTOIr QUMIb NG TIEDEDATL 58 | & | A | B @k md| #p | 1oib

Sumber : BPS Provinsi Jambi diolah

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Industri Pengolahan Nasional trend
pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Jambi Tahun 2011 dan 2014

berada diatas pertumbuhan industri nasional, berdasarkan grafik dibawah, dapat
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dilihat bahwa pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jambi pada tahun
20111 mencapai 6,70persen, tahun 2012 mencapai 7,9 persen, tahun 2013
mencapai 5,69 persen dan tahun 2014 mencapai 4,70 persen, lebih tinggi jika
dibandingkan dengan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nasional, yaitu
sebesar 6,20 persen pada tahun 2011, 5,73 persen pada tahun 2012, 5,56 persen
pada tahun 2013 dan 4,63 persen pada tahun 2014, selanjutnya pertumbuhan
industri pengolahan Provinsi Jambi mulai tahun 2016 hingga 2017lebih rendah bila
dibandingkan dengan pertumbuhan industri pengolahan nasional. Adapun

perbandingan grafiknya sebagai berikut :

Grafik 3.5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Provinsi J ambi
dibanding Nasional 2010 -2017
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Pembangunan bidang perindustrian sebagaimana telah ditetapkan pada misi
pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2016 ~ 2021adalah : Meningkatkan
daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang
didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)

berwawasan lingkungan.

Strategi pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2016 -~ 2021 dalam
urusan perindustrian antara lain :
1. Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu merubah
struktur ekonomi dari primer kesekunder dan tersier.

2. Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan.
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Disamping strategi, faktor kebijakan umum dalam urusan perindustrian juga

sangat penting untuk dilakukan, dimana kebijakan umum pembangunan industri

Provinsi ] ambi yaitu ;

1.

Mendorong tumbuh kembangnya pemanfaatan IPTEKIN dalam pengolahan

sumber daya alam dan pengolahan komoditi unggulan Jambi.

. Menyiapkan infrastruktur yang dapat menjadi tempat pengolahan.

. Membangun infrastruktur dasar di kawasan industri yang menjadi lokasi bagi

industri hilir komoditi karet dan kelapa sawit.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri

pengolahan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jambi, antara lain yang telah

dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi J ambiyaitu :

1.

Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis bahan
baku local dengan cara mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan
kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM.

Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri
pengolahan yang berbasis bahan baku local, sumberdaya setempatdengan cara
penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya local yang
berkelanjutan.

Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi
daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi
kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung
pembangunan industri daerah dan nasional.

Pembuatan penyusunan rencana induk pembangunan industri provinsi jambi,
dimana pada tahun 2017 sudah sampai pada tahap kajian naskah akademik,

direncanakan pada tahun 2018 ini ditindaklanjuti menjadi perda RIPIT

3.1.2.1.3. Persentase Usaha Sektor Industri

Persentase Usaha Sektor Industri, diukur melalui penghitungan Jumlah

usaha industri Tahun n dikurang Jumlah usaha industri Tahun n-1 dibagi Jumlah

usaha industri Tahun n-1.
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Jumlah usaha industri tahun 2017 tercatat sebesar 3,02 persen atau
sebanyak 14.698.667,5 unit meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan
sebesar 4,0 persen, sehingga indikator kinerja tigapada sasaran satu persentase
capaiannya sebesar 94 persen.

Salah satu indikator perkembangan industri adalah dengan melihat
pertumbuhan usaha. Pertumbuhan usaha itu sendiri ditandai dengan : (1)
pertumbuhan poduksi, (2) pertumbuhan penjualan, (3) pertumbuhan pendapatan,
dan (4) pertumbuhan labaPertumbuhan wusaha yang berkelanjutan dapat

mendorong kemampuan daya saing.

Perkembangan Jumlah Unit Usaha dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2016 untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah maupun
industri besar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk industri Kecil
perkembangan jumlah unit usaha pada tahun 2015 sebanyak 27.871unit usaha
meningkat sebesar 4,1 persen atau 1.152unit usaha menjadi 29.023 Unit Usaha di
tahun 2016.

Untuk industri Menengah dan Besar perkembangan jumlah unit usaha dari
tahun 2015 Sebanyak 204 unit Usaha meningkat sebesar 2,45 persen atau 5 Unit
Usaha menjadi 209 Unit Usaha di tahun 2016. Sedangkan perkembangan jumlah
unit usaha untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang
menurun bila dibandingkan dari tahun sebleum, yaitu dari tahun 2017 sebanyak
10397unit usaha menurunsebesar 35,57 persen atau 18.835unit usaha dari
29.232unit usaha di tahun 2016.
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Grafik 3.6. | Perkembangan Unit Usaha Industri Prov. Jambi 2012 -2017
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Dalam perkembangannya usaha industri kecil, menengah dan besar sangat
dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor

internal yang mempengaruhinya yaitu :

—

. Kemampuan manajerial

2. Pengalaman pemilik atau pengelola

3. Kemampuan untuk mengakses pasar input atau output, teknologi produksi dan
sumber permodalan.

4. Besar kecilnya modal yang dimiliki

5. Besarnya unit usaha

6. Lamanya usaha

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan usaha industri
kecil, menengah dan besar yaitu :
1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta.
2. Kondisi perekonomian yang dicerminkan dari permintaan pasar domestik maupun
dari luar negeri.

3. Kebijakan pemerintah terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan
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Langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan usaha industri kecil,
menengah dan besar yaitu :
1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif.
Bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang
efisien secara ekonomi, sehat dan bersaing dan tidak adanya diskriminasi.
2. Pengembangan sistem pendukung usaha.
Bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses industri
kecil menengah dan besar terhadap sumber daya produktif agar mampu
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan memaksimalkan potensi sumber
daya alam yang berwawasan lingkungan serta peningkatan skala usahanya.
3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif.
Bertujuan agar dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada
sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
4. Pemberdayaan usaha skala mikro
Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat di

dalamnya sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun.

3.1.2.1.4. Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri

Perluasan  kesempatan tenaga kerja  merupakan usaha untuk
mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha
penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti
pengembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas
tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu

sendiri.

Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri, diukur melalui penghitungan
Jumlah tenaga kerja industri Tahun n dikurang Jumlah tenaga kerja industri Tahun

n-1 dibagi Jumlah tenaga kerja industri Tahun n-1.

Jumliah tenaga kerja industri tahun 2017 tercatat sebesar 5,02 persen atau

sebanyak 116.982 orang meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan
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sebesar 5,0 persen, sehingga indikator kinerja empatpada sasaran satu persentase

capaiannya sebesar 104 persen.

Perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
untuk semua skala industri baik industri kecil, industri menengah maupun industri
besar menunjukkan perkembangan vyang signifikan. Untuk industri Kecil
perkembangan Tenaga Kerja pada tahun 2015 sebanyak 70.367 orang meningkat
sebesar 5,05 persen atau 3.555 orang menjadi 73.922 orang di tahun 2016. Untuk
industri menengah dan besar perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2015
Sebanyak 41.023 orang meningkat sebesar 4,99 persen atau 2.047 orang menjadi
43.060 orang di tahun 2016. Sedangkan perkembangan Tenaga Kerja untuk total
keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang menggembirakan,
yaitu dari tahun 2015 sebanyak 111.390 orang meningkat sebesar 5,02 persen atau
5.592 orang menjadi 116.982 orang di tahun 2016 Perkembangan Tenaga Kerja
Industri Kecil, Menengah dan Besar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.7. Perkembangan Tenaga Kerja Industri Prov. Jambi 2012 -2017
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Memperhatikan uraian tersebut diatas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja

industri menengah dan besar dari tahun 2012-2016 mengalami naik turun. Adapun
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faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil, menengah

dan besar antara lain :

1. Upah
Perubahan tingkat upah/gaji akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
Jumlah permintaan tenaga kerja ini suatu bentuk pengelolaan faktor produksi
secara efisien yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut.

2. Produktivitas
Dengan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka  produksi akan
memberikan keuntungan.

3. Penambahan Modal
Dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dapat juga dilaksanakan dengan
cara penambahan modal terhadap setiap industri akan dapat meningkatkan

bahan baku atau dapat mengembangkan usaha.

Deklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 vyang
ditandatangani oleh 10 kepala negara di Singapura pada November 2007 menjadi
bukti komitmen yang kuat dari Negara-negara anggota ASEAN untuk memulai

langkah integrasi dari segi ekonomi.

Bagi Indonesia keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan
berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan
pasar bebas.MEA memjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia. Satu sisi menjadi
kesempatan yang baik untuk menunjukan kualitas dan kuantitas produk dan SDM
Indonesia kepada Negara lain dengan terbuka tetapi pada sisi yang lain dapat
menjadi titk balik untuk Indonesia apabila tidak dapat memanfaatkannya dengan
baik.

Peranan tenaga kerja dalam memproduksi sampai mendistribusikan produk
dan jasa akan menjadi penting. Dalam era persaingan global Indonesia harus
memperhatikan tenaga kerja dan produksi yang tidak hanya sekedar soal kualitatif
tetapi juga sisi kuantitatif.Daya saing Indonsia yang masih terhitung rendah dapat

menjadi sandungan dalam perannya di MEA.
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Upaya yang perlu dilakuan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas

tenaga kerja (SDM) antara lain :

1.

Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi
masyarakat.

Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan
meningatkan kesehatan melalu perbaikan gizi penduduk, memberikan jaminan
sosisl yang memadai

Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki
kemampuan kerja yang baik.

Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mempeluas ilmu

pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

Dukungan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini antara lain

kegiatan peningkatan kualitas SDM IKM dan peningkatan mutu produk. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sepanjang 5 tahun terakhir ini telah

melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka

peningkatan kualitas tenaga kerja dan penumbuhan tenaga kerja yaitu sebanyak

449 orang IKM dengan rincian sebagai berikut :

a.

Bidang Industri Kecil dan Kerajinan
Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 353 orang IKM guna
pengembangan sentra IKM melalui OVOP dan penumbuhan serta penembangan

IKM melalui kewirausahaan yang didukung dengan beberapa kegiatan.

. Bidang Industri Menengah Besar

Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 96 orang pelaku Industri
Menengah yang didukung melalui beberapa kegiatan antara lain :Peningkatan
SDM Industri Menengah dan Besar, Sosialisasi Pengolahan Industri Berbasis
Agro, Pelatihan Aneka Hilirisasi Industri Agro dan Kimiadll.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis satu, yaitu Tumbuh dan

Berkembangnya Sektor Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jambi, melaksanakan 3 program bidang industri, adapun rinciannya adalah sebagai

berikut :
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1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk membantu mengembangkan industri kecil dan
menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki
ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor. Sampai dengan 31
Desember 2017 realisasi fisik dari program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah mencapai 100 % capaian atau realisasi kinerja Disperindag Provinsi

Jambi.

Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

Tujuan Tempat Tanggal
No | Nama Kegiatan | Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana | Peserta
an
1. | Pelatihan Meningkatkan tKab. Kerinci 23-26 Mei 20
Pengolahan kualitas daya 2018 peserta
Aneka Makanan | saing produk
Unggulan makanan
daerah olahan
daerah

-, Y '-‘
% w.x -

Tempat Proses /(er/;o/k Ubi dan Hasil Produksi Keripik Ubi
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Penganuggerahan Piagam One Village One Product (OVOP) bagi
Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018

MENTERS PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENGHARGASLZN
Nomors 705 Tahun 3018
nmiethonn Parsrereeen Eapmdn

Cik Mia Songket

Dengan Kiasifikas

IKM OVOP BINTANG 4

Partisipasi Pameran perdagangan, investasi,pariwisata dan seni budaya yang
dilaksanakan Badan Musyawarah Keluarga Jambi di Bandung Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018
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2. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IMB dalam

pengembangan industri agro dan kimia.).Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi
mencapai 42,06 %. Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dengan
rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar

b. Pengawasan teknis pengembangan industri menengah dan besar

. Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar

o N

. Partisi pada pameran indutsri menengah dan besar

e

. Updating industri menengah dan besar se-Provinsi ] ambi

Pemberian bantuan alat pengolahan Kopi Di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci

3.Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan
Menengah.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha ~
wirausaha IKM baru serta memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi
wirausaha yang mandiri dan professional.Adapun kegiatan yang akan
dilaksanakan yaitu : pengembangan dan Pembinaan Wirausaha Baru Industri

Kecil.
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3.1.2.2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS 2

Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan Peranan

Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, serta dapat mencapai tujuan kedua, yaitu

Meningkatkan stabilitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi

dengan pasar dalam negeri, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu
Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri.

Dalam sasaran strategis yang keduaini, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun

pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari ketiga

Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Sasaran Strategis 2

SASARAN 2
Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri

Kontribusi sektor 0 0 0

perdagangan terhadap PDRB 1,12 % 11,60 % 12,23 % 105

EE:&‘;?::;:: sektor 1,02% | 11,50% | 627% 54,52
Persentase peningkatan 85.357 7.0 % 6,98 % 99,71

usaha perdagangan unit

3.1.2.2.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB Daerah, diukur melalui
penghitungan besaran persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADBH
sesuai dengan data BPS yang dikeluarkan.
Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB ADHB
Provinsi Jambi Tahun 2016 ditetapkan sebesar 11,50 persen, realisasinya dapat
melampaur target, yaitu sebesar 12,23 persen atau mencapai Rp 5.595,2 trilyun

terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jambi yang mencapai nilai sebesar Rp
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45.735, 3trilyun. Dengan demikian capaian kinerja pada sasaran strategis dua,

indikator kinerja satuini adalah sebesar 106,35 persen

Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB
Provinsi Jambi di RENSTRA 2010-2015 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.
Jambi pada tahun 2010 sebesar 14,53 persen dan mengalami peningkatan pada
tahun 2011 menjadi 14,06 persen, disambut dengan tren positif di tahun 2013 dan
2014yang mengalami peningkatan terus menjadi 15,77 persen dan 16,98 persen.
Namun pada tahun 2014 kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADHB Provinsi
Jambi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 8,82 persen
namun pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 11,12 persen.Total
Sub Sektor Perdagangan Provinsi Jambi selama tahun 2016 nilainya mencapai Rp
5.595, ZTrilyun memberikan kontribusi sebesar 12,23 persen terhadap Total Produk
Domestik Regional Bruto ADHB Provinsi Jambi tahun 2016 yang mencapai nilai Rp
45.735,3Trilyun.

Pada grafik 3.8.dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi
sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

Grafik 3.8. | Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Jambi 2010-2017
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Perkembangan kontribusi sektor perdaganganProvinsi Jambi pada tahun

2011 hingga 2013 berada diatas kontribusi sektor perdagangannasional, dimana
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kontribusi sektor perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai 14,96
persen, tahun 2012 mencapai 15,77 persen dan 2013 mencapai 16,98 persen
sedangkan kontribusi sector perdagangan nasional pada tahun 2011 mencapai
13,76 persen, tahun 2012 mencapai 13,9 persen dan 2013 mencapai 14,33 persen.
Namun pada mulai tahun 2014 = 2016 kontribusi sektor perdagangan Provinsi
Jambi berada dibawah sektor perdagangan nasional.Pada grafik 3.9.dapat dilihat
perkembangan kontribusi sektor perdaganganProvinsi Jambi dengan perkembangan

kontribusi sektor perdagangannasional sebagai berikut :

Grafik 3.9. Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Jambi
dibanding Nasional 2011-2017
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Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional

Berkaitan dengan kontribusi sektor perdagangan tersebut diatas, hal-hal
yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam
upaya peningkatan kontribusi mulai tahun 2010-2016 antara lain :

1. Fasilitasi Pelaku Usaha
Telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 696 orang pelaku usaha yang
didukung melalui beberapa kegiatan antara lainPembinaan Pasar Lelang Karet
dan Agro, Penguatan Kelembagaan Usaha Perdagangan berupa Sosialisasi

kewirausahaan untuk Usaha Dagang Kecil/Informal dan Fasilitasi HAKI dan
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Produk Halaldll dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku
usaha agar dapat memaksimalkan potensi pasar dalam negeri.
2. Promosi yang telah dilakukan antara lain :

a. Partisipasi pameran dalam negeri, yaitu upaya memperluaspemasaran
produk UMKM dengan mengikutsertakan dalam pamerandalam negeri,
dimana dalam kurun waktu 2010-2016Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi telahmemfasilitasi + 140 UKM untuk mengikuti pameran
dalam negeri.

b. Penyelenggaraan Pameran Pangan Nusa dan PameranProduk Dalam Negeri
Regional/Nasional

c. Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kampanye 100% Cinta
Indonesia) yaitu suatu gerakanmengajak dan mengedukasi masyarakat
untuk lebih mencintai,membeli dan menggunakan hasil karya Anak bangsa.

d. Sosialisasi dan iklan layanan masyarakat. Sosialisasi inidilakukan melalui
Media Elektronik (TV, Radio,LED), Media Cetak(Koran, Billboard, Majalah),
dan Media Online tentang PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) dan Pameran Produk DalamNegeri pada Pusat Perbelanjaan Modern.
Selain itu,, juga dilakukankampanye P3DN melalui jalur pendidikan bekerja
sama dengan DinasPendidikan seluruh Indonesia serta Sosialisasi kepada
pelaku Usahauntuk penggunaan label 100% Cinta Indonesia.

3. Advokasi dan Peningkatan Kerjasama (Kemitraan)

Forum dagang/misi dagang lokal. Tujuan dari kegiatan iniadalah untuk

mempertemukan antara UMKM dari berbagai propinsi Jambi dengan propinsi lain

(penjual dan pembeli) yang pada gilirannyaproduk-produkunggulan dari satu

daerah akan banyak beredar didaerah lainsehingga produk dalam negeri

menguasai pasar di seluruh propinsiserta meningkatkan transaksi domestik.

3.1.2.2.2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Laju pertumbuhan sektor perdagangan, diukur melalui penghitungan
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Sektor Perdagangan Tahun n
dikurang Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Sektor Perdagangan Tahun
n-1 dibagi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Tahun n-1.
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PertumbuhanPDRB sektor perdagangan tidak terlepas dari kondisi
perekonomian daerahyang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya
adalah  konsumsimasyarakat dan konsumsi pemerintah.Oleh karena itu,
meningkatnya dayabeli masyarakat dan pengeluaran pemerintah dapat mendorong
lajupertumbuhan konsumsi daerah sehingga memacu pertumbuhanperekonomian

nasional.

Pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi tahun 2017 tercatat
sebesar 6,61 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 11.65
persen.Sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja dua persentase
capaiannya baru sebesar 54,52persen. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun
2016 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan

tahun 2016 yang mencapai 12,23 persen.

Pertumbuhan sektor perdagangan di Provinsi Jambi pada RENSTRA 2016-
2021 Disperindag Prov. Jambi mengalami peningkatan dan penurunan hal ini
disebabkan karena perdagangan di Provinsi Jambi masih bergantung pada jasa
angkut barang, pertumbuhan sektor perdagangan di Jambi pada tahun 2010
sebesar 10,20 persen,menurunpada tahun 2011 sebesar 9,65 persen akan tetapi
pada tahun 2012terjadi peningkatan menjadi 9,88 persen. Di tahun 2013 kembali
meningkat yang sangat signifikan menjadi 12,24 persen, pertumbuhan sektor
perdagangan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,3 persen dan pada
tahun 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 11,02 persen. Berdasarkan Data
BPS, tahun 2015 pertumbuhan sektor perdagangan trend pertumbuhannya selalu
diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, seperti diilustrasikan dalam grafik
3.10. laju pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Provinsi Jambi tahun
2010-2016 adalah sebagai berikut :
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Grafik3.10. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi J ambi
dibanding Pertumbuhan Ekonomi Jambi 2010-2016
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Pada grafik 3.10 diatas, terlihat bahwa pertumbuhan sektor perdagangan
Provinsi Jambi selama tahun 2011-2016 selalu berada diatas pertumbuhan sektor
perdagangan nasional.Pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Jambi tahun 2016
dibandingkan tahun 2015 sebagaimana pada grafik diatas terlihat melemah hal ini
disebabkan karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Semakin
melemah nilai rupiah maka semakinmenurun PDRB.Melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS pada tahun 2016 yang menembus diatas Rp. 13.000 lebih per 1
US  $,menyebabkan pengaruh ke berbagai bidang, tak terkecuali
perdagangan.Pelemahan rupiah ini cukup memberatkan pelaku usaha, terutama
yangmenggunakan bahan baku impor karena biaya produksi menjadimeningkat.
Peningkatan biaya produksi membuat produsen terpaksameningkatkan harga jual

barang sehingga konsumsi masyarakatpunmenurun.

Pada grafik 3.11.dibawah ini dijelaskan perbandingan pertumbuhan sektor
perdagangan Provinsi Jambi dengan pertumbuhan sektor perdagangan nasional
2011-2016 sebagai berikut.
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Grafik 3.11. | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi J ambi
dibanding Nasional 2011-2017
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Sumber : BPS Provinsi Jambi dan BPS Nasional
3.1.2.2.3. Persentase usaha sektor Perdagangan

Usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu
perusahaan dalam melakukan transaksi pembeliaan barang dagang kemudian dijual
kembali tanpa mengubah bentuk.

Persentase Usaha Sektor Perdagangan, diukur melalui penghitungan
Jumlah usaha perdagangan Tahun n dikurang Jumlah usaha perdagangan Tahun n-

1 dibagi J umlah usaha perdagangan Tahun n-1.

Jumiah usaha perdagangan tahun 2017 tercatat sebesar 6.98 persen atau
sebanyak 91.315 unit mendekati target yang ditetapkan sebesar 7,0 persen,

sehingga indikator kinerja tiga pada sasaran satu persentase capaiannya sebesar

104 persen.

Perkembangan usaha sektor perdagangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun
2016 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.Adapun capaian jumlah

usaha perdagangan selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :
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Grafik 3.12. | Perkembangan Usaha Perdagangan Provinsi Jambi 2010-2016
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Sumber :Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Dari grafik diatas terlihat bahwa usaha sektor perdagangan pada tahun 2010
sebanyak 45.525 unit, tahun 2011 meningkat menjadi 51.474 unit (13,09 persen),
tahun 2012 sebanyak 53.873 unit (4,66 persen), tahun 2013 sebanyak 57.012 unit
(5,83 persen), tahun 2014 sebanyak 80.012 unit (40,34 persen), tahun 2015
sebanyak 85.357 unit (6,68 persen) dan pada tahun 2016 kembali meningkat
sebanyak 91.315 unit (6,98 persen).

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha perdagangan tersebut
diatas antara lain :

1. Faktor Produksi Alam

2. Faktor Produksi Manusia/Tenaga Kerja

3. Faktor Produksi Modal

4. Faktor Produksi Managemen

Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan usaha perdagangan
tersebut yaitu :

1. Penciptaan Iklim usaha yang kondusif.

2. Bantuan Permodalan

3. Perlindungan Usaha

4. Pengembangan Kemitraan

5. Mengembangkan Promosi
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6. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dukungan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut diatas
sangat diperlukan antara lain adanya intensitas kegiatan promosi dan ini
memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap  pertumbuhan usaha
perdagangan di tanah air khususnya di Provinsi Jambi. Guna mendukung
terciptanya perluasan jaringan pasar bagi usaha perdagangan di Provinsi Jambi

yaitu dengan melaksanakan progam antara lain :
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas
sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat.Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi fisik dari Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri telah mencapai 75,02 %.

Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi bertujuan
menciptakan system perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme
pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran melalui

pelaksanaan lelang agro
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b. Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk
meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.
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c. Kegiatan pasar Murah

Dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, dilaksanakan kegiatan Pasar
Murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya.Kegiatan Pasar Murah telah dilaksanakan di 6 lokasi yaitu
Kab. Tanjab Timur, Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, Kab.
Batanghari dan Kota Jambi. Kegiatan yang dibiayai melalui dana
dekosentrasi ini hanya sebagai penunjang dari kegiatan pasar murah
berupa barang-barang kebutuhan bahan pokok bersubsidi yang dibiayai

melalui dana APBD 1 Provinsi Jambi
c. Kegiatan Pengolahan data entry SIUP dan TDP
d. Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program ini bertujuan meningkatan tertib tata niaga, tertib ukur dan
kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan
barang dan jasa yang beredar di pasaran. Sampai dengan 31 Desember 2017
realisasi fisik dari program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan mencapai 100 % capaian atau realisasi  kinerja Disperindag

Provinsi J ambi.
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3.1.2.4. SASARAN STRATEGIS TIGA
SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan Peranan
Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, serta dapat mencapai tujuan ketiga, yaitu
Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas, maka ditetapkan sasaran
strategis yang ketiga, yaitu Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor.

Kegiatan perdagangan dalam kancah internasional direalisasikan dalam
bentuk ekspor dan impor antar negara.Perdagangan ini terjadi karena adanya
ketergantungan dari masing-masing negara yang membutuhkan berbagai macam

komoditi dengan negara yang memiliki modal dan teknologi yang memadai.

Sebagai bagian dari negara Indonesia maka Provinsi Jambi juga aktif dalam
perdagangan internasional. Provinsi Jambi terus berupaya untuk terus
meningkatkan ekspor agar dapat mengumpulkan devisa bagi pembiayaan impor
dan  menambah pendapatan daerah. Surplus yang didapatkan dari neraca
perdagangan dapat membuat pertumbuhan perekonomian maju dan mendorong
masyarakatnya untuk berkarya dan bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Dalam sasaran strategis tiga ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian
target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari kedua Indikator

Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Sasaran Strategis 3

TUJUAN 3
Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri Yang Berkualitas
SASARAN 3
Meningkatkan Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor
Indikator Kinerja Kongg; 5A wal Target Realisasi | Persentase | Kriteria
Persentase nilai ekspor non US $ 2.635 10,0 % 4,69 % 58,60 Rendah
migas juta
Persentase nilai impor US $ 109,03 5,0 % 14,13 % 390,4 Amat Baik
juta
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3.1.2.3.1. Persentase Nilai Ekspor Non Migas

Secara garis besar, barang-barang yang diekspor Provinsi Jambi terdiri atas

dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan nonmigas. Barang-

barang yang termasuk migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji.

Adapun barang-barang yang termasuk nonmigas sebagai berikut.

1.
2.
3.

Hasil pertanian dan perkebunan. contohnya, karet, kopi, dan kopra.

Hasil laut terutama ikan dan kerang.

Hasil industri. Contohnya kayu lapis, konfeksi, minyak kelapa sawit, meubel,
bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas.

Hasil tambang nonmigas. Contohnya bijih nekel, bijih tembaga, dan batubara.;

Kegiatan ekspormembawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini

beberapa manfaat kegiatan ekspor sebagai berikut

1.

Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia

Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk
Indonesia ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk
Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia.Apabila permintaan
terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para
produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di

Indonesia akan semakin berkembang.

. Menambah Devisa Negara

Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual
barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah
penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah

karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

. Memperluas Lapangan Kerja

Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan
semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri
akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga

lapangan kerja semakin luas.
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Grafik 3 13. | Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Jambi 2011-2017
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Sumber : Bidang Perdagangan Luar Negeri

Grafik diatas menunjukan bahwa persentase Nilai Ekspor Dalam Negeri Di
Provinsi Jambi 2011-2016 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 dibanding
tahun 2010 sebesar 44,79 persen. Akan tetapi pada tahun 2012 dan tahun 2013
Persentase pertumbuhan nilai ekspor dalam negeri di Provinsi jambi mengalami
penurunan menjadi 36,38 persen dan 14,67 persen hal ini disebabkan oleh krisis
global dan naiknya harga BBM serta kebutuhan pokok lainnya sehingga pada tahun
2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentase
pertumbuhan nilai ekspor dalam negeri Jambi mengalami peningkatan menjadi 0,47
persen.Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 5,43

persen.

Kinerja ekspor Tahun 2016 meningkat 5,86 persenatau sebesar US $984,60
juta dibanding tahun 2015 sebesar US $ 894,15 juta. Peningkatan tersebut dipicu
olehnaiknya ekspor non migas sebesar 4,62 persen. Disisi lain, ekspor migas
turunsebesar 55,36 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2016-2021
sebesar 10 persen, maka nilai ekspor 2016 mengalami penurunan, sehingga
indikator kinerja satu pada sasaran tiga persentase capaiannya hanya sebesar 58,6
persen.dan pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 2.342.254.576,- (2.36 %)
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Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok
pertambangan sebesar 49,34 persen, dikuti kelompok industri sebesar 46,40 persen
dan kelompok pertanian sebesar 4,26 persen. Bila dirinci menurut komoditi,
kelompok pertambangan didominasi oleh migas, kontribusinya 48,02 persen,
penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok industri yaitu karet dan olahannya
yang mencapai 19,82 persen. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang

memilik sumbangsih 3,96 persen.

Grafik 3.14. Struktur Nilai Ekspor Menurut Kelompok
Komoditi di Provinsi Jambi

b GO Kita T KT YTH t 7 IR r Uk YIXIG (3G
YIX DO BGH B oy 7L HBE
=

- ¢D..

\ ‘ mt ELE T MU

g " UTTHITUEL = YL ol [T pAITES
a Gl tvTUIr LTI

Secara umum nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2017 ke
beberapa Negara utama mengalami kenaikan.Ekspor Jambi mengalami kenaikan
adalah ekspor ke Singapura, Inggris, Cina dan Jepang. Sedangkan pergerakan
penurunan ekspor dapat diamati ke beberapa Negara seperti Thailand, Jerman,

Perancis, Amerika Serikat, India, Australia, Korea Selatan dan Taiwan.

Bila dikaitkan dengan kinerja ekspor kita yang cenderung stagnan karena
melemahnya pasar tujuan ekspor akibat situasi lesunya perekonomian negara-
negara Eropa dan Amerika serta nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar; maka
upaya mendorong kinerja perdagangan dalam negeri (ekspor domestik), bagi
Pemerintah Jambi menjadi salah satu strategi yang hingga saat ini menjadi fokus

utama dan diprediksikan akan terus meningkat.
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Untuk meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor Provinsi Jambi khususnya
dan Indonesia umumnya, maka upaya yang perlu dilakukan dalam

pengembangan ekspor antara lain :

1.Diversifikasi macam barang ekspor
Misalnya, semula mengekspor kelapa sawit, sekarang mengekspor kelapa sawit
dan minyak kelapa sawit.Adapun penganekaragaman honisontal berarti
menambah macam barang yang diekspor dengan barang yang tidak merupakan
produk lanjutan dan barang lama.

2. Memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor
Agar ekspor meningkat, pemerintah perlu membenikan fasilitas kepada produsen
barang ekspor. Misalnya, memperbanyak bahan produksi dengan harga
murah.Jika harga bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi barang

ekspor murah, harga barang ekspor tersebut di dalam negeri juga murah.

3. Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri
Pemerintah meningkatkan ekspor dengan mengusahakan harga di dalam negeri
lebih murah. Cara yang ditempuh antara lain menekan laju inflasi dan

menciptakan tingkat bunga pinjaman yang nendah.

4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
Pemerintah mendorong peningkatan ekspor dengan memberikan kemudahan-
kemudahan misalnya penyederhanaan tata cara atau prosedur ekspor dan

penurunan bea ekspor.

5. Menjaga kestabilan kurs valuta asing
Kestabilan kurs valuta asing mempermudah para pedagang internasional dalam
meramal nilai rupiah dan hasil ekspornya.Dengan kepastian nilai rupiah ini, para
eksportir menjadi lebih mudah dalam menentukan harga tawar menawar di
pasar internasional.Keadaan ini menghilangkan keraguan eksportir untuk

melakukan perdagangan internasional.

6. Pembuatan perjanjian dagang internasional
Beberapa negara sering melakukan perjanjian dagang untuk memperoleh

kepastian.Perjanjian tersebut mencakup kesediaan masing-masing negara untuk
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menjadi pembeli atau penjual suatu barang. Dengan peianjian ini, masing-
masing negara memperoleh keuntungan yaitu: penjual dapat mempunyai pasar

yang pasti, dan pembeli dapat mempunyai penjual yang pasti .

7.Peningkatan promosi dagang di luar negeri

Untuk mengenalkan produk dalam negeri di pasaran internasional, sering
dilakukan promosi dagang.Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran
dagang, festival olah raga, seni, maupun kegiatan lai; nya yang dapat berfungsi
promosi.Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta,
maupun pemerintah.

Selain itu, pemerintah maupun Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Misalnya kantor-
kantor pusat promosi dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Centre
(ITPC ) yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar

negeri.

8. Sosialisasi kepada pelaku ekonomi
Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah memberikan sosialisasi kepada
pengusaha kecil dan menengah tentang tata cara melakukan ekspor. Banyak
produk masyarakat yang diminati pembeli mancanegara, namun karena banyak
pengusaha kecil dan menengah tidak mengetahui bagaimana cara

mengekspornya maka tidak diekspor produk tersebut

3.1.2.3.2. Persentase Nilai Impor

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke
dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor juga
bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar

negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
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Grafik 3 .15. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi 2011-2018
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Grafik diatas menunjukan bahwa persentase Nilai Impor Dalam Negeri Di
Provinsi Jambi 2011-2017 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 nilai impor
sebesar US $ 179,3 juta mengalami penurunan sebesar 49,24 % dibanding tahun
2012 dengan total impor sebesar US $ 120,14 juta. Akan tetapi pada tahun
2013terjadi kenaikan nilai impor hampir mencapai 128,95 % (US $ 275.06 juta).
Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015 terus mengalami penurunan sebesar 39,93
% (US $ 196,85) dan 80,55 % (US $ 109,03%).

Nilai impor tahun 2016 sebesar US $ 114,63 juta mengalami kenaikan 5,1 %
Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar (54.58 %). dengan
Nilai impor pada tahun 2017 sebesarUS $ 62.5 juta. dibanding tahun 2015 dan
selanjutnya bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jambi 2016-2020 sebesar 5%,
capaian indikator kinerja dua pada sasaran tiga persentase capaiannya sebesar 102
% . Meningkatnya nilai impor ini dipicu oleh pertambahan kelompok komoditi mesin
dan alat angkutan berupa kapal untuk pengakungkutan orang dan barang. Impor di
Provinsi Jambi melewati tiga pelabuhan utama di Jambi yaitu ; Pelabuhan Talang

Duku Jambi, Muaro Sabak dan Kuala Tungkal.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatkan

Ekspor Daerah dan Terkendalinya Impor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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Provinsi Provinsi Jambi, melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan Luar Negeri, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik
volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat
akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan

pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi negara.

Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai

berikut :

¢ Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah bertujuan
meningkatkan kinerja ekspor daerah (non migas) dan mencari solusi
terhadap permasalahan yang menyangkut ekspor terutama transportasi dan

sarana pelabuhan.

¢ Kegiatan Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UKM bertujuan Meningkatkan
kemampuan pelaku IKM dan UKM dalam pelaksanaan ekspor dan dapat
mengikuti perkembangan dunia di Bidang Perdagangan dan Informasi dalam
rangka mengantisipasi telah terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean.

¢ Kegiatan Pameran Perdagangan Luar Negeri (Pameran Trade Expo Indonesia
(TEI) bertujuan Mempromosikan potensi dan peluang bisnis, bagi produk-
produk unggulan yang dimiliki oleh perusahaan berorientasi ekspor yang ada

dalam Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi.

2. Program Pengembangan Standarisasi Nasional
Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium
pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor
sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global
dan Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PA. Melalui Program ini dilaksanakan

beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi bertujuan
untuk operasional kegiatan Laboratorium UPTD BPSMB. Capaian pelaksanaan

kegiatan yaitu -
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¢ Telah terkalibrasinya alat-alat standar lab sebanyak 20 unit PMB ] akarta.

¢ Terpeliharanya peralatan lab sebanyak 5 unit.

b. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran
bertujuan untuk mengurangi peredaran barang non ber SNI di pasaran.
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu . telah dilaksanakan pengujian sampel
proaduk di 8 Kab/Kota kecuali Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Tanjab
Timur.Adapun sampel yang diuji yaitu pupuk 5 jenis, minyak goreng, AMDK,

garam beryodium.

c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan
Impor bertujuan untuk Peningkatan pelayanan pengujian Laboratorium
UPTD BPSMB. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
¢ Telah dilakukan surveilen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada
bulan Mei dan Agustus 2017.

¢ Telah dilakukan uji profisiensi untuk SIR, Casiavera, Biji Kopi Garam
Beryodium, pupuk, CPO, Bjji Pinang dan AMDK

¢ Telah dilakukan uji kalibrasi terhadap besaran suhu, volume, tekanan,

panjang dan instrumen analitik (ph meter)

d. Kegiatan Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi
bertujuan untuk Peningkatan akreditasi dan kepercayaan pelanggan dan
peningkatan PAD. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
¢ Telah dilaksanakan Sosialisasi Lab. Kalibrasi di 10 Kab/Kota kecuali Kota

Sungari Penuh.
¢ Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat kepada pelanggan
lab UPTD BPSMB sebanyak 53 responden.

e. Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan
Laboratorium bertujuan agar tersedianya peralatan dan bahan penunjang
yang sesuai dengan kebutuhan lab. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu
¢ Telah dipenuhinya kebutuhan bahan-bahan kimia keperluan pengujian

paaa lab sebanyak 25 Unit.
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¢ Telah djpenuhinya kebutuhan penambahan peralatan untuk keperluan
pengujian pada 1ab kalibrasi dan lab. Pengujian sebanyak 41 Unit.

¢ Perawatan dan pemeliharaan alat lab sebanyak 12 unit.

3.1.2.4. SASARAN STRATEGIS EMPAT

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi

Untuk dapat mencapai misi ketiga, yaitu Meningkatkan Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi serta Pelayanan Publik Dalam Urusan Industri dan perdagangan,
serta dapat mencapai tujuan keempat, yaitu Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
dan Dunia Usaha, maka ditetapkan sasaran strategis yang keempat, yaitu

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi.

Dalam sasaran strategis yang empat ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun
pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari ketiga

Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9. Sasaran Strategis 4

SASARAN 4
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi

Persentase layanan
administrasi kantor dan
layanan jasa yang sesuai
dengan SOP

Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap beberapa 74,0 % 75,0 % 74,67 % 99,56
pelayanan jasa

70 % 75 % 75 % 100
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3.1.2.4.1. Persentase Layanan administrasi kantordan layanan jasa
yang sesuai dengan SOP

Untuk mendukung kinerja layanan publik dibutuhkam peningkatan
kualitasdan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui
penyediaan layanan administrasi perkantoran, pengadaan peralatansarana
penunjang perindustrian dan perdaganganlainnya. Penyelenggaraan ketersediaan
sarana dan prasarana dilakukansecara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2017
sarana dan prasaranauntuk mendukung pelayanan publik sudah tersedia sebesar

75% danmeningkat sampai dengan 100% pada tahun 2021.

Untuk berhasilnya pelayanan publik ini perlu didukung dengan Standard
Opersional Prosedur (SOP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi setiap
melaksanakan kegiatan harus memiliki kerangka acuan kerja dan SOP sehingga

kegiatan tersebut pelaksanaannya betul-betul terukur.

Sejak tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah
menggunakan Unit LayananPengadaan (ULP) bekerja sama dengan Instansi terkait
dan ini sebagai tolak ukur pertama dalam melakukan pelayanan,dikarenakan ULP
telah melayani hampir seluruh unit di lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi dalam melaksanakan layanan pengadaanbarang/jasa
pemerintah secara online. Untuk tahun 2017 ini memang belum dilaksanakan
survey terhadap kepuasan stakeholdersterhadap pelayanan pengadaan
barang/jasa. Kedepan hal ini akan diperhatikan demi untuk peningkatan dalam
pelayanan publik.
3.1.2.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

beberapa Layanan Jasa

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi apparatus Negara sebagai abdi masyarakat disamping
sebagai abdi Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi public dimaksudkan untuk

mensejahterakan masyarakat, Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai
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pemberian pelayanan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan
publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan public
masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan
masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya
perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan

semata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menekankan perlu
disusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai
tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelengaraan berkewajiban

melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah
mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB Nomor
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2018 ini Tim Survey dan Pengolah Data
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi telah melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan pada pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
barang dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niagatelah melakukan Pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perlindungan Konsumen.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan diperlukan langkah stratgis untuk mendorong upaya perbaikan publik

melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan masing-masing UPTD
sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.Survei Bidang Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2018
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dan telah dijawab oleh 150 responden. Selanjutnya Survei UPTD BPSMB
dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018dan telah dijawab oleh
60 responden.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan RB Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tersebut diatas menyebutkan pengukuran
hasil survey mencakup 14 unsur pelayanan yang harus diukur sebagaimana pada

tabel dibawabh ini:

Tabel 3.10. Aspek Penilaian Dalam Survei Tingkat Kepuasan
Masyarakat 2018

No. Aspek Penilaian Hasil Survey IKM | Hasil Survey IKM | Ratarata
PKTN UPTD BPSMB (%)
1. | Prosedur Pelayanan 1,97 3,29 3,61
2. | Kesesuaian Persyaratan dengan 2,64 294 411
Pelayanan
3. | Kejelasan dan Kepastian Petugas 243 3,20 5,03
Pelayanan
4. | Kedisipilinan Petugas Pelayanan 3,23 2,71 4,58
5. | Tanggung Jawab Petugas 2,91 3,23 4,52
Pelayanan
6 Kemampuan Petugas Pelayanan 2,67 3,17 4,25
7. | Kecepatan Pelayanan 2,91 3,11 4,46
8. | Keadilan mendaptkan pelayanan 2,66 3,20 4,26
9. | Kesopanan dan keramahan petugas 2,65 3,17 4,23
10. | Kewajaran Biaya Pelayanan 2,69 2,97 4,17
11. | Kesesuaian Biaya Pelayanan 2,51 2,88 3,95
12. | Ketepatan Jadwal Pelayanan 3,31 2,66 4,64
13. | Kenyamanan Lingkungan 2,80 3,11 4,35
14. | Keamanan Pelayanan 2,75 3,17 4,33
TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN 67,66 76,02 71,46

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil survey rata-rata Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang serta
pelayanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar 71,46 persen dan ini

mendekati target yang ditetapkan sebesar 75 persen.

3.2. Realisasi Keuangan
3.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017

Sumber penerimaan (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Metrologian berupa jasa tera alat Ukur Takar Timbangan dan
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Perlengkapanya (UTTP) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
(BPSMB) berupa jasa pengujian mutu barang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2018
ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit
penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan
target sebesar Rp. 310.000.000,- Realisasinya sebesar Rp. 223.353.000,-
(72,04%). Adapun sumber / unit penghasil, dapat dilihat pada tabel
3.10.dibawah ini :

Tabel 3.11. Penerimaan PAD Disperindag Provinsi Jambi 2017
No. ST L.’mt Target Realisasi Persentase
Penghasil
1. | UPTD BPSMB 310.000.000 223.353.000 72,04

Ket : * posisi sampai dengan bulan Desember 2018

Gafik 3.16. Perkembangan Penerimaan PAD dari jasa pelayanan
pengujian mutu komoditi ekspor tahun 2012 - 2018
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3.2.2 Realisasi APBD 2018

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2018
mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 25.479.556.110,00,-
Realisasinya sebesar Rp. 23.861.370.215,00,- (93,65%), Sisanya sebesar Rp.
1.580.279.859,00,- (6,35%) dengan rincian sbb :
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a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.749.793.180,00,- terealisasi
sebesar Rp. 12.285.273.221,00,- ( 89,35% ) Sisanyasebesar Rp.
11.464.519.959,00,- (10,65%);

b.Belanja Langsung sebesar Rp. 11.784.795.000,00,- Realisasinya sebesar
Rp. 10.191.150.611,00(86,48% ),sisanya sebesar Rp. 1.593.644.389,00,-
(13,52%), dengan rincian sbb:

- Belanja Pegawai Pagu sebesar Rp. 13.749.793.180,00,- Realisasi
sebesar Rp. 12.288.296.669,00,- (89,37%) Sisanya sebesar Rp.
1.461.496.511,00,- (10,62%)

- Belanja Barang dan Jasa, Pagu sebesar Rp. 9.916.934.455,00,-
Realisasi sebesar Rp. 8.400.443.351,00,- (84,71%) Sisanya sebesar
Rp.1.516.491.104,00(15,29%).

- Belanja Modal, Pagu sebesar Rp. 969.65.0.045,00,- Realisasi sebesar
Rp. 941.100.760,- (97,05%) Sisanya sebesar Rp.
28.549.2885.000,00nico3711,- (2,95%), Realisasi anggaran APBD
Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2018

Pagu Anggaran Realisasi Sisa

No Uraian (Rp) Anggaran % Anggaran %

BELANJ A TIDAK

LANGSUNG 13.749.793.180,00 | 12.285.273.221,00 | 89,35 1.464.519.959 10,65

BELANJ A

L1 ANGSUNG

11.784.795.000,00 | 10.191.150.611,00 | 86,48 | 1.593.644.389,00 | 13,52

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

1.621.230.900,00 | 1.546.053.617,00 | 98,86 75.177.283,00 | 4,64

Program
Peningkatan
¥ | Sarana dan 1.417.518.045,00 | 1.372.281.873,00 | 96,81 45.235.172,00 e
PrasaranaAparatu
r

Program
3. | Peningkatan 194.400.000,00 187.515.000,00 96,46 6.885.000,00 3,54
Disiplin paratur

Program
Peningkatan
4. | Kapasitas 58.130.000,00 51.584.000,00 88,74 6.546.000,00 11,26
Sumber Daya
Aparatur

Program
Peningkatan
Pengembangan
SistemPelaporan

566.489.675,00 529.937.516,00 93,55 36.552.159,00 6,45
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Capaian kinerja
dan Keuangan

Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

865.320.000,00

830.765.48160

96,01

34.554.519,00

3,99

Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

2.348.814.000,00

2.348.980.037,00

97,48

60.833.963,00

2,52

Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Perdagangan Luar
Negeri

179.500.000,00

178.156.458,00

99,25

1.343.542,00

0,75

Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri

861.900.000,00

838.128.600,00

97,24

23.771.400,00

2,76

10.

Program
Pengembangan
Standarisasi
Nasional

822.027.000,00

718.848.300,00

87,45

103.178.700,00

12,55

11.

Pengembangan
Industri Agro dan
Kimia

1.772.814.820,00

745.733.751,00

42,06

1.027.081.069,00

57,94

12.

Program
Peningkatan
daya Saing
Kewirausahaan
Industri Kecil
dan Menengah

281.093.500,00

269.131.000,00

95,74

11.962.500,00

4,26

13.

Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri

734.557.060.,00

574.034.978,00

160.522.082,00

TOTAL BELANJ A
LANGSUNG

11.784.795.000,0
0

10.191.150.611,0
0

1.593.644.389,0
0

GRAND TOTAL

25.632.590.000,0
0

22.476.423.832,0
0

3.058.164.348,0
0

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Disperindag Provins | ambi

3.2.3.Realisasi APBN 2017

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 mendapat alokasi

anggaran dekonsentrasi

APBN dari

Kementerian Perindustrian dan

Kementerian Perdagangan dengan total sebesar Rp. 4.155.951.000,-
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terealisasi sebesar Rp. 3.941.368.518,- (94,84%) dengan sisa anggaran




sebesar Rp. 214.581.482,- (5,0

%).

Realisasi

dekosentrasi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

penyerapan

dana

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2018
. Pagu Realisasi Sisa Anggaran
e I LSO LI Anggaran Anggaran % Anggaran %
1 2 3 4 5 6 7
I. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.074.000.000 | 1.935.364.500 | 93,31 138.635.500 6,69
1. | Program PP IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelatihan pengolahan hasil laut (ikan) di kabupaten tanjung
N.  jabung timut (20 orang) dan peltihan kerajinan dari batok kelapa 167.134.000 143.706.500 85,98 23.427.500 14,02
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (20 Orang)
P.  Bimtek membatik dan pewarnaan di provinsi jambi dan 166.016.000 159.476.000 96,06 6.540.000 3,94
Kabupaten Muaro Jambi (40 Oarang)
Bimtek penumbuhan WUB perbengkelan roda 2 di Provinsi Jambi
B. dan Bimtek Penumbuhan WUB service smartphone/Hp di 234.685.000 234.353.000 99,86 332.000 0,14
Kabupaten Tebo (40 Orang)
4. F_as[hta5| perizinan usaha IKM pangan, kerajinan dan sandang, 15.020.000 14.170.000 94,34 850.000 5,66
kimia dan bahan bangunan (110 Orang)
‘. \c’)\g’:;m" E-Smart Tkm dan pendataan di Kabupaten Bungo (60 | 445 780000 | 157.440.000 | 94,97 | 8.340.000 | 5,03
6. Bimbingan dan sertifikasi halal (60 IKM) 157.321.000 147.531.000 93,78 9.790.000 6,22
7. Pendampingan ke IKM batik di Kabupaten Bungo (10 Orang) 13.700.000 10.300.000 75,18 3.400.000 24,81
8. Pelatlha_n pengolahan kopi di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten 168.307.000 146.191.000 86,86 22.116.000 13,14
Merangin (40 Orang)
9. B.|mb|nga.n teknis pembua}tan aneka kerajinan dari pelapah 101.848.000 94.085.000 92,34 7.763.000 7,62
pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (20 Orang)
10. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 20.800.000 20.300.000 97,60 500.000 2,40
11. Rakor penganggaran DIPA Tahun 2018 di labuan Bajo (NTT) 11.290.000 11.290.000 100 - -
12. Monitoring dan Evaluasi program kegiatan 33.048.000 33.048.000 100 - -
13. Pengelola .S|stem aplikasi emon kinerja dana dekonsentrasi 14.000.000 13.699.000 97,85 301.000 215
kemenperin Tahun 2018
14. Penyusunan laporan keuangan 29.802.000 29.146.500 97,80 655.500 2,20
15. Rakor penyusunan program IKM Rahun 2019 dengan Kab/kota
dan penandatangan kontrak TPL program beasiswa Angkatan 95.193.000 94.567.000 99,34 626.000 0,66
2014 dan perpanjangan kontrak TPL angkatan 2013
16. S?rl:c;sr;p:jrl]grakornas penyusunan program kegiatan Tahun 2019 14.950.000 14.580.000 97,52 370.000 247
17. Penyusunan program penumbuhan dan pengembangan IKM 24.088.000 21.801.000 90,51 2.287.000 9,49
Tahun Anggaran 2019
18. Operasional TPL penerima beasiswa kementerian perindustrian 319.940.000 313.260.000 97,81 6.680.000 2,09
angkatan 2013 dan 2014
19. Operasional UPL Provinsi 39.960.000 35.485.000 88,80 4.475.000 11,20
20. Operasional UPL Kabupaten Merangin 22.750.000 22.750.000 100 - -
21. Bimbingan penerapan GKM dan GMP oleh PFPP ke IKM Kab/kota 31.480.000 16.160.000 51.33 15.320.000 48,66
22. Zﬁskleh;c]a(\js;r?elatmhan pejabat fungsional penyuluh perindag (PFPP) 57.542.000 37.082.500 64,44 20.459.500 35,55
23. Administrasi kegiatan 169.346.000 164.943.000 97,40 4.403.000 2,60
II | KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.081.951.000 | 2.006.004.018 | 96,35 | 75.945.982 3,65
1 | Program Peningkatan perdagangan dalam negeri 1.418.065.000 | 1.381.636.000 | 97,43 36.428.000 0,63
n. Kegiatan Pasar Murah 135.560.000 135.530.000 99,76 330.000 0,24
- Fassilitasi kegiatan pasar murah 135.560.000 135.530.000 99,76 330.000 0,24
2. Kegiatan pangan nusa 92.690.000 90.009.500 97,11 2.680.500 2,89
- Melaksanakan pameran pangan nusa 92.690.000 90.009.500 97,11 2.680.500 2,89
3. Data_harga da_n stok bqrang kebutuhan pokok dan gbarang 281.450.000 280.840.000 99,78 610.00 0,22
penting serta informasi Perdagangan Dalam Negeri (PDNI)
- Pemantauan harga barang Bapok dan barang penting 186.810.000 186.375.000 99,77 435.000 0.23
- Rapat koordinasi identifikasi pemantauan harga pokok 21.020.000 20.895.000 99,41 125.000 0,59
- Pemantauan stok bapok dan barang penting 28.360.000 28.360.000 100 - -
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- Forum komunikasi perpupukan provinsi 27.110.000 27.110.000 100 - -
- Pengawasan pemenuhan stok line III dan IV 18.150.000 18.100.000 99,72 50.000 0,28
P4. Kegiatan pemberdayaan konsumen di daerah 74.177.000 562.129.600 99,27 210.000 0,73
- Pembentukan 2 kelompok konsumen cerdas SLTA 58.681.000 58.471.000 99,64 210.000 0,36
- Penyelenggaraan aksi perlindungan konsumenn 15.496.000 15.496.000 1000 - -
7. Standarisasi dan pengendalian mutu 50.064.000 48.762.000 97,40 1.301.600 0,60
- Pertemuan teknis jaringan pengendali mutu barang 9.568.000 9.134.300 95,47 433.700 4,53
- Workshop pengendalian mutu barang 7.216.000 6.988.100 96,84 227,900 3,16
- Analisis dan pemetaan potensi UTTP dan wilayah provinsi 33.280.000 32.640.000 98,08 640.000 1,92
B Eg?ga"g‘nag’;:ara”g beredar dan jasa serta kegiatan 208.356.000 | 182.434.000 | 87,56 | 25.922.000 | 12,44
- Pengawasan barang beredar dan jasa 131.226.000 111.335.000 84,84 19.891.000 15,16
- Pengwasan kegiatan perdagangan 77.130.000 71.099.000 92,18 6.031.000 7,82
B. Penyelengggaraan pasar lelang 400.000.000 398.586.050 99,65 1.413.950 0.35
- Penyelenggara pasar lelang 285.656.000 285.495.800 99,94 160.200 0.06
- Melaksanakan sosialisasi pasar lelang dan SRG" 66.344.000 65.090.250 98.11 1.253.750 1,89
- Kajian komoditi unggulan daerah/desk research potensi 48.000.000 48.000.000 100 - -
10. Layanan internal 175.468.000 171.507.050 97,74 3.960.950 0,26
Program peningkatan perdagangan luar negeri 663.886.000 624.368.018 94,05 | 39.517.982 5,95
1. Penanganan permasalahan perdagangan luar negeri 68.972.000 61.919.000 89,77 | 7.053.000 10,23
- g"ae;f:ﬁka” koordinasi pengelolaan ekspor dan impor 68.972.000 61.919.000 89,77 | 7.053.000 10,23
2. ﬁ]etg::;;an”ali”f"rm“i hasil perundingan perdagangan 143.214.000 | 133.332.100 | 93,10 | 9.881.900 6,90
- Edukasi publik pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA) 143.214.000 133.332.100 93,170 | 9.881.900 6,90
3. Dokumen terkait ekspor-impor di daerah yang ditetrtibkan 28.200.000 22.200.000 78,72 | 6.000.000 21.28
- Melakukan penerbitan dokumen impor daerah 28.200.000 22.200.000 78,72 | 6.000.000 21.28
4.  Fasilitas promosi dan diklat kepada UKM 240.574.000 233.979.088 97,26 | 6.594.912 2,74
- Memfasilitasi UKM dalam partisipasi pemeran dalam negeri | 69.434.000 69.307.728 99,82 126.272 0,18
- Melakukan pengembangan produk dan pelatihan ekspor 171.140.000 164.671.360 96,22 | 6.468.640 3,78
5. Operasional dan pemeliharaan kantor 182.926.000 172.937.830 94,54 | 9.988.170 5,46

Sumber data: Sub bagian keuangan Disperindag Provinsi Jambi
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BAB IV

4.I. Kesimpulan

LaporanKinerjaDinasPerindustriandanPerdaganganProvinsi Jambi
inimerupakanlaporanpertanggungjawabanataspencapaianpelaksanaanvisidanmisiDis
perindagmenuju good governance
denganmengacupadaRenstraDinasPerindagProvinsi Jambi Tahun 2016-
2021.PenyusunanLaporanKinerjaDinasPerindustriandanPerdaganganmengacupadaP
eraturanPresiden No 29 Tahun 2014
tentangSistemAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah,
sertasesuaiPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi
No 53 Tahun 2014 tentangPetunjukTeknisPenyusunanPerjanjianKinerja,

PelaporanKinerja Dan ReviuAtasLaporanKinerja.

Sebagailnstansi yang

bertugasmembinadanmengembangkansektorindustridanperdagangantelahmampum

enjalankantugaspokok, fungsidanmisi yang diembannya.Hal
initampakpadapencapaianIndikatorKinerjaUtamaTahun 2017,
secaraumumsudahdapatmemenuhi target yang ditetapkan,

walaupunmasihterdapatbeberapalndikatorKinerjaUtama yang belumdapatmencapai

target yang ditetapkany

TUJUAN 1
MeningkatkanDayaSaingIndustriGunaMendukungPereko
nomian Daerah, mendapatpredikatnilairata-rata
KategoriSangatBaik. Hal inidapatdilihatdarihasilpengukuran1
(satu) Sasaran yang diukurmelalui 4 (empat) Indikator,
capaiannyake3 (tiga) Indikatorkatagorisangatbaikdan 1 (satu)

indicator katagoribaik,
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TUJUAN 2

TUJUAN 3

TUJUAN 4

MeningkatkanStabilitasdanPenguatanPangsaPasaryang

TerintegrasidenganPasarDalamNegeri,mendapatpredikatnilaira
ta-rata KategoriBaik. Hal inidapatdilihatdarihasilpengukuran 1
(satu) Sasaran yang diukurmelalui3 (tiga) Indikator,
capaiannyake2 (dua) Indikatorsangatbaik,dan 1 (satu)

Indikatorkatagorirendah.

MeningkatkanPerdaganganLuarNegeri Yang
Berkualitas, mendapatpredikatnilairata-rata  KategoriSedang.
Hal inidapatdilihatdarihasilpengukuran 1 (satu) Sasaran yang
diukurmelalui2 (dua) Indikator, capaiannya‘

indikatorkatagorisangatbaikdan 1Indikatorkatagorirendah;

MeningkatkanPelayananMasyarakatdanDunia

Usaha,mendapatpredikatnilairata-rata  KategoriSangatBaik.
Hal inidapatdilihatdarihasilpengukuran 1 (satu) Sasaran yang
diukurmelalui2  (dua) Indikator, capaiannyake2 (dua)

Indikatordi atas target.

4.2. PermasalahandanKendala

Pencapaiankinerjasektorindustridanperdaganganmenunjukkan trend

perkembangan yang baik, namunmasihterdapatpermasalahan yang dihadapidi

sektorindustridanperdagangan yang belumtercapaisesuai targetantara lain

‘PertumbuhanSektorPerdagangan _.

DisampingpermasalahantersebutsektorindustripengolahanProvinsi

Jambimasihmenghadapimasalahklasikseperti :

1. Ketersediaanbahanbakuproduk yang relative terbatas

2. Keterbatasansaranadanprasaranasertapenguasaanteknologilndustri;

w

optimal;

v b

. Penyelenggaraandanfasilitasipengendaliandanpengawasanperindustrianbelum

. Penerapanstandarisasiproduk, HKI dansistemmutumasihkurang;

. Dayasaingprodukrendah;

¥
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6. Kebijakanteknisbidangperindustriandankerjasamaindustribelum optimal;
7. Penyelenggaraandanfasilitasipengendaliandanpengawasanperindustrianbelum
optimal;

8. Kompetensisumberdayamanusiapengolahindustri yang rendah

Sedangkanpersoalan yang terkaitdenganperdaganganantara lain seperti :
1. Perdaganganbebasmengakibatkanmembanjirnyabarang-barangimpor yang
masukdanproduk dumping ke Indonesia khususnyaj awaTimur;
2. Masihlemahnyapengawasandanpengendalianprodukimporserta safeguard yang
jarangdigunakan;

3.Terbatasnyasaranaperdagangan/ distribusi yangrepresentatif;

4.Polapikirkonsumen yang lebihcederungkeprodukimpor;
5.Masihkurangnyadiversifikasitujuanekspor;
6.KurangnyaKetersediaanakses data produkdannegaratujuanekspor;
7.Stabilitashargabahanpokokdanpanjangnyarantaidistribusi;

8.Infratruktursaranaperhubunganantardaerahmasihada yang jelek;

9. Kebijakan yang mengaturmatarantaiperdagangansektorhuludanhilirtidakjelas

4.3. Rekomendasi

Langkah-langkahkedepan yang
harusdilakukanolehDinasPerindustriandanPerdaganganProvinsi] ambidalamupayame
mperbaikikinerjadanmenghadapitantangankedepan, antaralain :

1. Mendukungindustri yang memberinilaitambahkomoditiutama yang
potensidaerahmelaluipendekatankewilayaan.

2. Mendorong IKM melaluipendampingan, pelatihankewirausahaan,
pelatihanteknisdanmanajerialsertapromosi IKMsecaraberkelanjutan.

3. PenyediaaninformasiPengolahankomoditidanpasarterutamaindustripengolahan
yang berbasisbahanbaku local, sumberdayasetempat.

4. Membuatstandarisasi/SNI diberlakukandenganketat/law enforcement
harusditegakkanserta Perusahaan yang

tingkatkandungandalamnegerinyatinggiharusdiberiapresiasi/insentif;

POl tT IE3dx



5.

Memacupertumbuhanindustri yang
menggunakanbahanbakulokalgunamenekanimpordanmencegahdefisitneracaperd
agangansertabersinergidengansemua stakeholders dalammenyukseskan program

hilirisasiindustri yang tengahdiupayakanpemerintahutamanyaproduk agro.

. BersamadenganpemerintahProvinsi Jambi

melakukanupayauntukpengembangankawasanindustrimelaluipenyediaanlokasiind
ustri.  Kawasaniniharusterencanadandidukungolehfasilitassertaprasarana yang
lengkapdanberorientasipadakemudahandalampengelolaandampaklingkungan
yang
ditimbulkanolehlimbahindustri.Dalampengelolaankawasanindustridisampingolehp

emerintah (BUMN) jugadilakukanolehpihakswasta.

Mendorongintegrasiaktifitasperekonomiandanterbangunnyakesadaranpenggu

naanprodukdalamnegeri.

Memperkuatrantaisuplaydanpasokanbarangkomestikterutamabagibahankebu

tuhanpokok.

. Meningkatkanperdaganganantarwilayah/daerah.

. Mendorongberkembangnyalembagaperdaganganyang

efektifdanpersainganusaha yang sehat

\t
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Lampiran 1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ] AMBI 2016-2021
Visi TerwujudnyalndustridanP erdagangan yang Tangguh, BerkeadilandanBerdayaS$ aing
Misi 1. MengembangkanS ektorIndustriBerbasisUnggulan Daerah
2. MeningkatkanPerananP erdaganganDalamdanLuarNegeri
3. MeningkatkanPelaksanaanTugasP okokdanFungsidanPelayananP ublikDalamUrusanIndustridanperdagangan
. : oo Kondisi Target KinerjaSasaranPadaTahunKe -
No. Tujuan Sasaran IndikatorKinerja Awal 2016 2017 2018 5019 2020 2021
1. | Meningkatkandayasai | TumbuhdanBerkemban | 1 | Kontribusisektorindustriterhadap
ngindustrigunamendu | gnya$ ektorIndustri PDRB (%) 11,05 11,30 11,60 10,80 10,90 11,00 | 11,10
kungperekonomianda 2 | PertumbuhansektorIndustri (%) 2,33 5,00 5,20 2,71 3,13 3,55 3,97
erah 3. E(E;;entasepemngkatanusahalndust 28.075 unit 5,00 5,20 5,02 5,22 5,42 5,62
4 !9ersen.tasepeningkatantenagakerja 111.390 4,00 4,20 412 4,32 4,52 4,72
industri (%) orang
2. | Meningkatkanstabilita | Tumbuhdanberkemban | 1 | Kontribusisektorperdaganganterhad 1112 11,50 11,65 12,55 12,60 12,65 | 13,10
shargadanpenguatanp | gnyaperdagangandala ap PDRB (%)
angsapasaryang mnegeri 2 | Pertumbuhansektorperdagangan
terintegrasidenganpas (%) 11,02 11,50 11,60 6,37 6,55 6,80 7,00
ardalamnegeri 3 | Persentasepeningkatanusahaperda .
gangan (%) 85.357 unit 7 7 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Memngkatkanperdaga Memngkatnyaekspord_a 1 | Persentasenilaiekspor non migas US $ 930juta 10 10 6,14 6,28 6,42 6,56
nganluarnegeri yang erahdanterkendalinyai (%)
berkualitas mpor 2 | Persentasenilaiimpor (%) USjjt; 09 5 5 5 5 5 5
4. | Meningkatkanpelayan | Meningkatnyakualitaski | 1 | Persentaselayananadministrasikant
anmasyarakatdanduni | nerjapelayananekstern ordanlayananjasa yang 70% 75 80 85 90 95 100
ausaha aldan internal sesuaidengan SOP (%)
organisasi
& 2 IndeksKepuasanMasygra katterhad 74% 75 75,2 75,4 75,6 75,8 76
apbeberapapelayananjasa (%)
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Lampiran2 INDIKATOR KINERJ A UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ) AMBI
INSTANSI DinasPerindustriandanPerdaganganProvinsi Jambi
V ISI TerwujudnyalndustridanPerdagangan yang Tangguh, BerkeadilandanBerdayaSaing
MISI 1. MengembangkanSektorIndustriBerbasisUnggulan Daerah
2. MeningkatkanPerananPerdaganganDalamdanLuarNegeri
3. MeningkatkanPelaksanaanTugasPokokdanFungsidanPelayananPublikDalamUrusanIndustridanperdagangan
TUJUAN 1. Meningkatkandayasaingindustrigunamendukungperekonomiandaerah
2. Meningkatkanstabilitashargadanpenguatanpangsapasar yang terintegrasidenganpasardalamnegeri
3. Meningkatkanperdaganganluarnegeri yang berkualitas
4. Meningkatkanpelayananmasyarakatdanduniausaha
TUGAS
Melaksanakansebagianurusanpemerintahdibidangperindustriandanperdaganganberdasarkanazasotonomidant
ugaspembantuandibidangperindustriandanperdagangan
FUNGSI 1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.
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Sasaran IndikatorKinerjaUtama Penjelasan/AlasanFormulasiHitungan Sumber Penanggung
Data Jawab
Tumbuhdan Kontribusisektor NilaiSektorIndustriPengolahan PDRB ADHB x 100% BPS Bid. IKK
BerkembangnyaSe | industriterhadap PDRB Total Nilai PDRB ADHB dan IMB
ktorIndustri. ADHB . AtasDasarHargaBerlaku
Pertumbuhansektor Nilai PDRB ADHK Sektor - Nilai PDRB ADHK S ektor BPS Bid. IKK
Industri IndustriPengolahanIndustriPengolahan dan IMB
Tahun(n)Tahun(n-1) x 100%
Nilai PDRB ADHK S ektorIndustriPengolahanTahun(n-1)
PDRB : ProdukDomestik Regional Bruto
ADHB : AtasDasarHargaKonstan
Persentasepeningkatan |J umlah Usaha Industri - ] umlah Usaha Industri HasilPenda | Bid. IKK
usahaindustri Tahun(n)Tahun(n-1) x 100% taan dan IMB
Jumlah Usaha IndustriTahun (n-1)
Persentasepeningkatant |J umlah TK Industri - Jumlah TK Industri HasilPenda | Bid. IKK
enagakerjaindustri Tahun(n)Tahun(n-1) x 100% taan dan IMB
Jumlah TK IndustriTahun (n-1)
Tumbuhdan Kontribusisektor NilaiSektorPerdagangan PDRB ADHB x 100% BPS Bid. PDN dan UPTD
berkembangnyape | perdaganganterhadap Total Nilai PDRB ADHB Metrologi
rdagg ngandalamn | PDRB ADHB . AtasDasarHargaBerlaku
egeri Pertumbuhansektor Nilai PDRB ADHK Sektor - Nilai PDRB ADHK S ektor BPS Bid. PDN dan UPTD
perdagangan PerdaganganTahun (n) PerdaganganTahun (n-1) x 100% Metrologi
Nilai PDRB ADHK S ektorPerdaganganTahun(n-1)
PDRB : ProdukDomestik Regional Bruto
ADHK : AtasDasarHargaKonstan
Persentasepeningkatan |/ umlah Usaha Perdagangan - J umlah Usaha Perdagangan HasilPenda | Bid. PDN dan UPTD
usahaperdagangan Tahun(n)Tahun(n-1) x 100% taan Metrologi
Jumlah Usaha PerdaganganTahun (n-1)
Meningkatnyaekspo| Persentasenilaiekspor NilaiEkspor Non Migas -  NilaiEkspor Non Migas BPS Bid. PLN dan
rdaerahdan non migas Tahun (n)Tahun (n-1) UPTD BPSMB
terkendalinyaimpor x 100%
NilaiE kspor Non MigasTahun (n-1)
Persentasenilaiimpor NilaiImporTahun (n) - NilailmporTahun (n-1) x 100% BPS Bid. PLN dan
NilaiImporTahun (n-1) UPTD BPSMB
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Sasaran IndikatorKinerjaUtama Penjelasan/AlasanFormulasiHitungan Sumber Penanggung
Data Jawab
Meningkatnyakuali | Persentaselayanan Target layananadministrasikantordanlayanan LaporanKin | Sekretariat
taskinerja administrasikantor jasa yang sesuaidengan SOP Tahun (n) x 100% erja
pelayananksternal danlayananjasayang f{ealisasilayananadministrasikantordanlayanan
dan internal sesuaidenganSOP ; :
organisasi jasayang sesuaidenganSOP Tahun (n-1)
IndeksKepuasan Rata-rata Skor IKM atasbeberapapelayananjasa yang | Hasil UPTD Metrologidan
Masyarakatterhadap diberikanolehDinasPerindagProvinsi Jambi kepadapelakuusaha Survey UPTD BPSMB
IKM

beberapapelayanan
jasa




| LampiranlI PERJANJIAN KERJ A |
SKPD : Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi ] ambi
Tahun: 2018
No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target
(1) (2) (3) (4)
KontribusisektorIndustriterhadap
10,8 %
PDRB
Persentase 2,71 %
: Tumbuhdanberkembangnyasekt |Pertumbuhansektorindustri
orindustri Persentasepeningkatanunit
) _ 5,02%
usahaindustri
Persentasepeningkatantenagakerjai
, pening gaken 4,12%
ndustri
Kontribusisektorperdaganganterhada
12,55 %
p PDRB
Tumbuhdanberkembangnyaperd
Persentase
agangandalamnegeri 6,50 %
2 pertumbuhansektorperdagangan
Persentasepeningkatan sarana
perdagangan ( Pasar Rakyat dan 7,50 %
Toko Modern)
Persentasenilaiekspor non migas 6,14 %
3  |Meningkatnyaekspordaerahdant
erkendalinyaimpor Persentase penurunan nilaiimpor 5,0 %
Meningkatnyakualitaskinerjapela
. IndeksKepuasanMasyarakatterhada
4  |yananeksternaldan internal . 75,4 %
o pbeberapapelayananjasa
organisasi
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Program Anggaran

1. PelayananAdministrasiP erkantoran Rp 1.384.123.500,00
2. PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur Rp 1.320.618.045,00
3. PeningkatanDisiplinAparatur Rp 194.400.000,00
4. PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur Rp 58.130.000,00
5. PeningkatanPengembanganSistemPelaporan
o Rp 648.497.075,00
CapaianKinerjadanKeuangan SKPD
6. PerlindunganKonsumendanPengamananP erd
Rp 865.320.000,00
agangan
7. Pengembanganindustri Kecil danMenengah  Rp 2.661.814.000,00
8. Program
Rp 734.557.060,00

peningkatankemampuanteknologiindustri

9. PeningkatanEfisiensiPerdaganganDalamNege

. Rp 861.900.000,00

ri
10. PeningkatanDayaS aingKewirausahaanIndustri

. Rp 281.093.500,00
Kecil danMenengah
, - Rp

11.PengembanganIndustri Agro dan Kimia 2.593.019.820,00
12.PengembanganS tandarisasiNasional Rp 822.027.000,00

13. Peningkatandanpengembanganperdaganganlu
g‘ Peng ganp gang 179.500.000,00
arnegeri

| LampiranlV PENGUKURAN KINERJA |
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SKPD . DinasPerindustriandanPerdaganganProvinsi J ambi
Tahun ;2018

SasaranStrategis IndikatorKinerja Tar | Reali | %
0. get | sasi

1. | TumbuhdanBerkembangnyaSe | Kontribusisektorindustriterhadap 10, | 10,7 | 99,

ktorIndustri PDRB (%) 80 | 6% | 6
% *

PertumbuhansektorIndustri (%) 2,7 | 3,02 | 11

T 1o * | 1

%
Persentasepeningkatanusahaindust | 5,0 | 4,12 | 82,
ri (%) 2 | 9% |1
%
Persentasepeningkatantenagakerja | 4,1 5 | 82,
industri (%) 2102 |1
ol g
2. | Tumbuhdanberkembangnyaper | Kontribusisektorperdaganganterha | 12, | 12,2 | 97,
dagangandalamnegeri dap PDRB (%) 55 | 39 | 45

0,
L -

Pertumbuhansektorperdagangan 6,5 | 6,91 | 94,

(%) 0 | o*| 1
%
Persentasepeningkatanusahaperda | 7,0 | 6,98 | 99,
gangan (%) % % 71
3. | Meningkatnyaekspordaerahdan | Persentasenilaiekspor non migas 10, | 5,86 | 58,
terkendalinyaimpor (%) 0(/1 %**| 6
Persentasenilaiimpor (%) 50| 19,5 | 39
% | 2% |04
*

4. | Meningkatnyakualitaskinerjapel | Persentaselayananadministrasikant | 75 75 | 10

ayananeksternaldan internal ordanlayananjasa yang % % 0

organisasi sesuaidengan SOP (%)
IndeksKepuasanMasyarakatterhad | 75, | 74,6 | 99,
apbeberapapelayananjasa (%) 0 | 7% |56

%
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LampiranV RENCANA KERJA TAHUNAN
SKPD Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi] ambi
TAHUN: 2018
No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 [Tumbuhdanberkembangnyasek |KontribusisektorIndustriterhada 11,5 %
torindustri p PDRB
P ertumbuhansektorIndustri 25%
Persentasepeningkatanusahain 4,0 %
dustri
Persentasepeningkatantenagak 5,0 %
erjaindustri
2 |Tumbuhdanberkembangnyaper |Kontribusisektorperdaganganter 11,5 %
dagangandalamnegeri hadap PDRB
Pertumbuhansektorperdaganga 11,5 %
n
Persentasepeningkatanusahap 7,0%
erdagangan
3 |Meningkatnyaekspordaerahdant|Persentasekenaikannilaiekspor 10,0 %
erkendalinyaimpor
Persentasepenurunannilaiimpor 5,0 %
4 |Meningkatnyakualitaskinerjapel |Persentaselayananadministrasi 100 %
ayananeksternaldan internal kantordanlayananjasa yang
organisasi sesuaidengan SOP
IndeksKepuasanMasyarakatter 75,0 %

hadapbeberapapelayananjasa

b YLbOwwW
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Lampiran8 PENGHARGAAN YANG DITERIMA SELAMA
TAHUN2016

DisperindagProvinsi Jambi selakupembina Dewan Kerajinan Daerah Provinsi
Jambi, selamatahun 2018mendapatpenghargaan/sertifikatantaralain :

1. Penghargaandari Kementerian perindustrian Rebpublik Indonesia Tahun
2018 One Village One Product (OVOP) Bagi Industri Kecil dan Menengah
(IKM)

2. Ace Award Tahun 2018.

3. PiagamPenghargaanKetuaUmumbDekranaskepadaDekranasdaProvinsi Jambi
yang telahhadirsecaralengkapbeserta 11 Ketua DEKRANASDA Kab/Kota pada
Acara RapatKerjaNasional DEKRANAS Tahun 2016.

4. PiagamPenghargaanTerbaikdiberikankepadaDekranasdaProvinsi Jambi
untukKatagoriDesainPerhiasanTradisional Indonesia denganjudul “Set
PerhiasanRaghanca_  padaPameranMutumanikam Nusantara Indonesia
Jewellery Fair 2016.

(sertifikat/penghargaanterlampir)
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